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ABSTRAK

Andi Rani Fitria Ningsih, Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare (dibimbing oleh Damirah dan
Nurfadhilah).

Perusahaan sering kali dihadapkan dengan risiko, seperti risiko yang terjadi di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare khususnya pada pembiayaan
mudharabah yang memiliki minat tinggi dikalangan masyarakat. Untuk itu perlunya
manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah, mengukur risiko
pada pembiayaan mudharabah, dan mengendalikan risiko pada pembiayaan
mudharabah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan pengamatan
(observasi), wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang
digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Identifikasi manajemen risiko
pada pembiayaan mudharbah dilakukan dengan survey langsung untuk melihat usaha
nasabah dan agunan/jaminan yang akan diberikan, serta mencari tau karakter nasabah
melalui sistem informasi Bl Checking dan Pefindo, hasil identifikasi yang dilakukan
terdapat tiga risiko yang biasa terjadi yaitu gagal bayar nasabah, tingginya tingkat
persaingan, dan faktor cuaca. 2) Pengukuran manajemen risiko pembiayaan
mudharabah menggunakan prinsip 5C dan kolektibilitas, koperasi juga mengukur
dua dimensi (bagian) yaitu frekuensi/jumlah kerugian dan keparahan dari kerugian
yang terjadi. 3) Pengendalian manajemen risiko Koperasi (KSPPS) Bakti Huria
Syariah Kota Parepare mencakup empat hal yaitu, penanggulangan risiko,
menghindari risiko, mengendalikan kerugian dan meretensi (risk retention).

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Koperasi Syariah
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda.
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab Nama huruf latin Nama
| Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
= Ta li Te
< Tha Th te dan ha
z Jim J Je
z Ha h} ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Dhal Dh de dan ha

XV



J Ra R Er

B Zai YA Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
U= Sad s} es (dengan titik di bawah)
U= Dad d} de (dengan titik di bawah)
L Ta t} te (dengan titik di bawah)
L Za z} zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ; koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

S Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

d Nun N En
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3 Wau W We
2 Ha H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab yang

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

fathah dan ya

Ai

adani




K) fathah dan wau Au adanu
Contoh :
<l : kaifa
J% > h}aula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
fathah dan alif a dan garis di
s/ a>
atau ya atas
i dan garis di
Y kasrah dan ya i>
atas
B u dan garis di
K) dammah dan wau U
atas

Contoh:

Cila

: Ma>ta

: Rama>

: Qila

: Yamutu
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4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah [t].
b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).
Contoh :

JakY1 i3, Raudah al-atfal
{la@ i : Al-madinah al-fadilah
f&a) . Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh :

) Rabbana>

Wi Najjaina>

53 Al-Haqq

XiX



zall Al-hajj
au Nu“‘ima

e ‘Aduwwn

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i).
Contoh :
iz  ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

& ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥ (alif
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
QF
Contohnya :
Sl Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
315 : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
dada : Al-Falsafah

3 Al-Bila>dua
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7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :
G : Ta’muriina
£ 3 : An-Nau’
R : Syai’un
&l : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh :

Fi> z}ila>1 al-qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-ibara>t bi ‘umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab
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9. Lafz al- Jalalah (<)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.
Contoh
4) 5% Dinullah 4y Bi>lla>h

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh :

)4l 82 Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>I

XXii



Inna awwala baitin wudi’ alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan
Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur’an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata lbnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid,
Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

a. Swit. = subhanahu wa ta’ala

b. Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam

C. as. = “alaihi al-sallam

d. ra = radiallahu ‘anhu

e. QS.../..4 = QS. Al-Bagarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
f. HR = Hadis Riwayat

XXiil



Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

-

e = dsia

By = Ol 5
= = pluggldlila
L =  dab

O = aley

& = Al Al
« = &R

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena
dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor,

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan

kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama
Islam. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan dengan
berlandaskan sistem syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan
yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang
memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan pembiayaan berupa penyaluran atau pinjaman kepada
masyarakat menengah yang berupaya menjalankan bisnisnya dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip syariah.! Eksistensi lembaga keuangan mikro syariah telah
diterima oleh masyarakat di Indonesia dari perkotaan hingga ke pedesaan. Salah satu
lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip
syariah adalah koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup
pesat karena koperasi syariah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan
kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan memakai sistem bagi hasil yang
sesuai syariat Islam. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi
menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria
Syariah merupakan lembaga keuangan non bank di Sulawesi Selatan yang telah

berdiri pada tanggal 23 bulan Desember Tahun 2003. Pendirian koperasi ini dalam

IMujib, Abdul. ‘Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
Wilayah Jawa Tengah’, Jurnal Hukum Bisnis Islam 9.1 (2017).



rangka untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama
bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah telah membuka berbagai cabang dan salah
satunya di Kota Parepare. Pada awal pembentukan koperasi ini belum seterkenal
sekarang karena masih banyak masyarakat yang belum tertarik dengan meminjam
atau menabung di koperasi. Namun, seiring berjalannya waktu koperasi ini semakin
banyak dikenal masyarakat karena sistemnya juga yang sudah berbasis syariah.
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah menawarkan berbagai
macam pembiayaan salah satunya adalah Pembiayaan Mudharabah. Berdasarkan
hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi bahwa
pembiayaan mudharabah menempati jumlah terbanyak yang diminati oleh nasabah
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah diantara pembiayaan

yang lain. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel yang ada di bawabh ini:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah Bulan Oktober 2022-Desember 2023
BULAN JUMLAH NASABAH
OKTOBER 98
NOVEMBER 109
DESEMBER 115
JANUARI 120

Sumber : Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare pada tanggal 18
Januari 2023

Tabel diatas yang didapat dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa

terjadi kenaikan jumlah nasabah setiap bulan, antara tiga bulan terakhir pada tahun




2022 hingga awal bulan di tahun 2023. Dan akan terus bertambah setiap bulannya
sesuai dengan informasi yang di dapatkan oleh peneliti.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang sangat didasarkan
pada kepercayaan baik dalam kepercayaan terhadap personal maupun kepercayaan
terkait dengan manajerial. Dalam akad mudharabah mengedepankan keterbukaan dan
kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga kerjasama yang baik sangat
dibutuhkan oleh shahibul maal dan mudharib.? Pada dasarnya manusia tidak dapat
memastikan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kerugian sendiri merupakan
bentuk dari risiko yang merupakan Sunnatullah atau ketetapan Allah. Islam
memandang bahwa risiko merupakan sebuah sunnatullah dalam sebuah bisnis,
termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam
usahanya mencari nafkah, manusia dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti.
Manusia bisa merencanakan setiap kegiatan usaha maupun investasi apa saja yang
akan dilakukan, namun manusia tidak bisa memastikan atas hasil yang didapatkan
dari usaha maupun invetasi tersebut apakah untung maupun rugi.

Risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan
maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan
dan permodalan.® Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk
(kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Perspektif masyarakat yang
menganggap bahwa prinsip syariah yang digunakan Lembaga Keuangan Mikro

syariah (Koperasi) akan banyak menolerir kesalahan yang dilakukan debitur. Dalam

2zZaenal Arifin, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil) (Indramayu
Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021, h52.

SAdywena Pramudya dan Puji Sucia Sukmaningrum, ‘Implementasi Manajemen Risiko
Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Al Abrar’, Jurnal Ekonomi Syariah, 7.1, (2020).



konteks pembiayaan ini risiko tersebut seringkali muncul, dimana dalam pembiayaan
dengan tata kelola yang rendah, aspek kegagalan biasanya menjadi sangat tinggi.
Dampaknya, meski minat masyarakat semakin baik terhadap sistem syariah tetapi
lembaga keuangan mikro syariah (Koperasi) tidak tumbuh secara signifikan. Dalam
banyak kasus karakteristik masyarakat khusunya pada masyarakat bawah cenderung
koservatif atau mempertahankan tradisi atau kebiasaannya yang dicirikan dengan
rendahnya jiwa kewirausahaan akibat penanaman nilai-nilai tidak produktif. Kondisi
tersebut dapat menjadi penghambat bagi lembaga keuangan mikro syariah sebagai
pemilik dana dalam menyalurkan pembiayaan secara merata. Sifat konservatif ini
menyebabkan risiko pembiayaan menjadi tinggi karena meciptakan probabilitas
kegagalan bayar, proyek usaha yang tidak berjalan, etos kerja yang rendah dan
prinsip syariah yang sering terabaikan. Hasil penelitian dari Rahma dan Novela
membuktikan bahwa pada lembaga keuangan mikro syariah yang gagal rata-rata
disebabkan oleh tingginya kemungkinan sifat masyarakat sasaran yang kurang
kompromis dan kegagalan lembaga keuangan mikro syariah dalam mentransformasi
masyarakat yang kurang kompromis* dan diperkuat oleh penelitian Njanike, bahwa
sifat masyarakat yang konservatif menjadi variabel determinan penyebab tingginya
gagal bayar (non performing loan).?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada pasal 1
(d) yang berbunyi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, yang selanjutnya disingkat LIKNB,

“Ali Rama dan Yella Novela, ‘Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan
Syariah’, 4.2, (2015).

°Njanike, K.. ‘The Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival’, 9.2, (2009).



adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun,
dan lembaga pembiayaan, yang meliputi: perusahaan pembiayaan, termasuk yang
menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah
sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundang-undangan mengenai lembaga
pembiayaan.® Maka dari itu penerapan manajemen risiko sangat diperlukan baik
untuk menekankan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun
memperkuat struktur kelembagaan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan
prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap terkendali
pada batas yang dapatditerima serta menguntungkan.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak M.Annas
selaku pimpinan Koperasi Simpan Pimjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota
Parepare, peneliti mendapatkan informasi bahwa nasabah di Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare pembiayaan mudharabah pada koperasi ini berlandaskan
kepercayaan, sehingga shahibul maal menghadapi risiko ketidakjujuran mudharib.
Karena karakteristik dari pembiayaan mudharabah bahwa Koperasi Bakti Huria
Syariah (shahibul maal) tidak dimungkinkan untuk terlibat dalam manajemen usaha
mudharib, yang mengakibatkan pemilik dana memiliki kesulitan tersendiri dalam
penilaian maupun pengendalian terhadap pembiyaan yang diberikan. Apabila salah
satu tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan
perolehan hasil, maka dapat terjadi moral hazard atau bentuk pelanggaran etika,
regulasi, dan kontrak, baik berupa kecurangan maupun upaya untuk menyiasati
kontrak atau regulasi demi kepentingan diri sendiri yang menyebabkan orang lain

merugi dan akibat tidak seimbangnya informasi yang diperoleh antara mudharib dan

8Sofyan, Syathir, ‘Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga
Pembiayaan Syariah’, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 11.2 (2017).



shahibul maal. Selain itu, dalam pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria
Syariah memiliki risiko yang melekat dalam akadnya yaitu character risk. Character
risk merupakan risiko karena penyimpang nasabah pada saat menjalankan usaha atau
karakter buruk mudharib, ini terjadi karena kelalaian nasabah, pelanggaran peraturan
yang telah disepakati, pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara
profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara shahibul maal dan

mudharib sehingga menimbulkan kerugian.

Tabel 1.2
Tabel Debitur Pembiayaan Mudharabah Tahun 2021-2023
Keterangan 2021 2022 2023
Lancar 133 211 159
Dalam Perhatian Khusus 11 28 25
Jumlah
Debitur Kgrang Lancar 2 9 3
Diragukan 1 5 9
Macet 493 522 584
Jumlah 640 775 780

Sumber : Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare pada tanggal 05
Mei 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa tabel di atas merupakan kondisi debitur
pembiayaan mudharabah dari tahun 2021-2023. Tercatat debitur lancar dari tahun
2021-2022 mengalami kenaikan hingga di tahun 2023 kembali menurun. Tercatat
jumlah debitur dengan keterangan dalam perhatian khusus dari tahun 2021-2022
mengalami kenaikan dan kembali di tahun 2023 kembali menurun. Tercatat jumlah
debitur dengan keterangan kurang lancar dari tahun 2021-2022 terjadi kenaikan dan
kembali turun pada tahun 2023. Selanjutnya jumlah debitur dalam keterangan

diragukan di setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dan tercatat jumlah debitur macet



dari tahun 2021-2023 terus mengalami kenaikan yang cukup drastis. Oleh karena itu,
peneliti tertarik untuk meneliti manajemen resiko pada pembiayaan mudharabah,
karena manajemen resiko diperlukan untuk memaksimalkan kinerja khususnya pada

pembiayaan mudharabah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis mengidentifikasi
beberapa masalah pada penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengidentifikasian risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare?
2. Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan mudharabah pada Koperasi Bakti
Huria Syariah Kota Parepare?
3. Bagaimana pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah pada Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare?
C. TujuanPenelitian
1. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan mudharabah
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare dalam mengukur risiko pembiayaan mudharabah
3. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya Koperasi Bakti Huria Syariah

Kota Parepare dalam mengendalikan risiko pembiayaan mudharabah.



D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan
praktis sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian khususnya

bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya sehingga
mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam, serta menjadi bagian
referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Parepare, dan
menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko pada pembiayaan
Mudharabah.

b. Bagi Akademik, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk
penelitian selanjutnya dan menjadikan perbandingan dengan penelitian
yang lain.

c. Bagi perusahaan, memberikan kontribusi yang bermanfaat atau dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan manajemen

risiko pada pembiayaaan mudharabah.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan
Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait
dengan  manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah, meski kesemuanya
memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Lina Alif Masruroh, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Manajemen
Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Untuk Meningkatkan
Kinerja Keuangan Pada BMT di Kabupaten Pati”. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara secara mendalam. Populasi dalam penelitian ini yaitu
seluruh BMT yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian menggunakan sampel
sebanyak 5 BMT yang bersedia dilakukan wawancara Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan
faktor eksternal, maka dari itu pihak BMT harus memperhitungkan kedua faktor
tersebut untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Mekanisme
penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT melalui strategi
pendekatan kekeluargaan, penjadwalan kembali (reschedulling), persyaratan
kembali (reconditioning), penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui
hapus buku (write off). Adapun model manajemen risiko yang dapat mencegah
terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan standar operasional
prosedur, seleksi anggota, proses manajemen risiko dan sitem informasi

manajemen risiko, pengawasan aktif dan sistem pengendalian internal. Penerapan
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manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi rissiko pembiayaan bermasalah
dan meningkatkan Kinerja keuangan.’

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu
yaitu terletak pada subjeknya yaitu manajemen risiko pada pembiayaan.
Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian di lima BMT
Kabupaten Pati dan meneliti pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kinerja
keuangan, sedangkan peneliti meneliti di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare dan meneliti pembiayaan mudharabah. Selain itu, metode penelitian
yang digunakan sama yaitu metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya
dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Puspitanigrum, dalam jurnal
penelitiannya yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap
Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19”. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian lapangan di BMT Hasanah Sambit, BMT Surya Kencana, dan BMT
Bina Insan kota Ponorogo. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan
dokumentasi kepada karyawan dan pimpinan lembaga. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ketiga BMT tersebut memiliki cara sendiri dalam
menstabilkan keuangan, di BMT Hasanah menggunakan prinsip kehatian-hatian
dan untuk anggotanya lebih menahan agar tidak melakukan pembiayaan, untuk
BMT Surya Kencana memiliki cadangan modal untuk menutupi angsuran
pembiayaan bermasalah dan BMT Bina Insan dalam pembiayaanya menggunakan

system bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan anggota. Ada dua faktor

Lina Alif Masruroh,“Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan
Bermasalah Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada BMT di Kabupaten Pati” (Skripsi Sarjana;
Jurusan Manajemen: Semarang, 2022).
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yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di masa Pandemi Covid-19 di BMT
Hasanah, BMT Surya Kencana, dan BMT Bina Insan yaitu faktor internal
maupun eksternal yang mempengaruhinya. BMT Surya Kencana Balong dan
BMT Bina Insan tidak ada factor internal yang mempengaruhinya dan untuk
factor eksternalnya yaitu penghasilan anggota yang tidak menentu, gagal panen
dan danya PHK. BMT Hasanah terdapat factor internal yang mempengaruhinya
yaitu pergantian marketing membuat lemahnya informasi di BMT itu sendiri
karena membuat data menjadi hilang. Faktor eksternal di BMT Hasanah terdapat
orang yang isolali mandiri sehingga membuat anggota telat dalam membayar
angsuran. Ketiga BMT tersebut sama-sama menggunakan penerapan manajemen
risiko di prosedur pembiayaan dengan 5C+1S yaitu Charater, Capacity, Capital,
Collateral, Condition dan Sharia. Ketiga BMT juga mengunakan penyelesaian
pembiayaan bermasalah memakai penjadwalan ulang atau rescheduling. BMT
Hasanah menggunakan proses manajemen risiko vyaitu identifikasi risiko,
pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.®

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti yaitu terletak pada subjeknya manajemen risiko dan pembiayaan, serta
teknik pengumpulan dataya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan, perbedaannya peneliti terdahulu melakukan penelitian di tiga tempat
yang berbeda yaitu BMT Hasanah Sambit, BMT Surya Kencana, dan BMT Bina
Insan kota Ponorogo, sedangkan peneliti melakukan penelitian di satu tempat

yaitu Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

8Darlin Rizki, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Puspitanigrum, ‘Penerapan Manajemen Risiko
Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Covid-19°, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi
Islam, 10.2 (2022).
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3. Eva Kurnia Zakia, dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan
Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Ummu Bangil
Pasuruan ”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian
(field research), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.
Selanjutnya analisis data menggunakan metode deduktif yang menekankan pada
pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bawah PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan
dalam menilai karakter nasabah yaitu hanya dengan wawancara, yang dilakukan
ketika survey, melakukan Bl checking, dan dengan cara melakukan pengamatan
sekilas. Sedangkan analisa nasabah PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dari
analisa 5C hanya mengutamakan 2C vyaitu character dan capacity. Sehingga
penilaian karakter belum dapat terbaca dan dianalisis dengan baik oleh pihak
bank. Dalam menangani pembiyaan bermasalah pada pembiayaan murabahah
hanya melakukan Inspeksi on the spot (pengawasan fisik) yaitu dengan cara
mendatangi nasabah secara rutin, Penelitian mutasi nasabah dalam rekening
koran, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat dan
meneliti turn over dengan membandingkan debit dan pembiayaan pada beberapa
bulan berjalan. Karena kurangnya pengawasan dari pihak bank maka pembiayaan
bermasalah ataupun macet masih terus bertambah.®

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti terletak pada subjeknya yaitu manajemen risko dan metode penelitian

kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada obejaknya peneliti terdahulu

°Eva Kurnia Zakia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di
PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Ponogoro, 2020).
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meneliti pembiayaan murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan,

sedangkan peneliti meneliti pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria

Syariah Kota Parepare.

4. Nur Wulan Oktavia, dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Risiko
Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh dI BMT Assyafi’iyah”. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan atau field research yang bersifat deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen
risiko pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai teori dengan melakukan
identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan prinsip
analisis pembiayaan yakni Caracter, Capacity, Capital, Condition dan Syariah.
Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan
teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah di BMT Assyafi’iyah
pada pembiayaan qardh. Namun, BMT Assyafi’iyah dapat menyikapi
permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari
gardh itu berasal dari zakat, infagq, shodagoh sehingga tetap dapat terus

menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan. °

Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti terletak pada subjeknya yaitu manajemen risko dan metode penelitian
kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya

terletak pada obejaknya peneliti terdahulu meneliti pembiayaan akad giradh di

Nur Wulan Okavia, “Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al-Qardh dI BMT
Assyafi’iyah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Metro, 2020).
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BMT Assyafi’iyah sedangkan peneliti meneliti pembiayaan mudharabah di

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

5. Ahmad Asy’fin Basthomi, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul
“Manajemen Risiko Pembiayaan ljarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri
Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi
penelitian yakni survey, analisis, arsip, historis dan studi kasus. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses manajemen risiko pembiayaan
ijarah pada koperasi syariah pilar mandiri surabaya, melakukan proses
manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko dengan cara
melihat data hostory dan track record anggota atau calon anggota melalui
koordinator wilayah dan divalidasi oleh pengurus koperasi syariah melalui
survey. koperasi syariah pilar mandiri surabaya menerapkan beberapa prinsip
5C yakni Character dan Capacity pada tahap identifikasi risiko. untuk
penilaian risiko, pihak koperasi belum membuat penilaian risiko dengan
pendekatan probability dan impact, namun risiko yang paling diwaspadai oleh
Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya adalah risiko pembiayaan macet dan
gagal bayar. Pada tahap mitigasi risiko, Koperasi Syariah Pilar Mandiri
Surabaya memperkuat fungsi koordinator, memperketat proses pengajuan
pembiayaan, memperbaiki proses identifikasi, meminimalisir adanya
kekurangan saat proses identifikasi, serta melakukan analisis 5C sebelum
menyetujui pembiayaan yakni Caracter dan Capacity. Koperasi Syariah Pilar

Mandiri Surabaya melakukan pengawasan hanya pada awal pembiayaan
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tersebut dilakukan dan melihat kelancaran pembayaran setiap bulannya.

Selain itu, juga diadakan evaluasi pengurus setiap satu minggu sekali.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada subjeknya yaitu
sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan dan menggunakan
metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu peneliti
terdahulu meneliti pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya,
sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan mudharabah di Koperasi

(KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare.

B. Tinjaun Teori
Penelitian ini menggunakan suatu kerangka teori atau konsep-konsep yang
menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti juga untuk
menjawab permasalahan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Adapun tinjauan
teori yang digunakan sebagai berikut:
1) Teori Manajemen Risiko
a. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari kata to manage yang artinya
mengatur/pengaturan. Pengaturan yang dimaksud tesebut dilakukan melalui proses
dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. G.R. Terry
mendefinisikan manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang

11 Ahmad Asy’fin Basthomi, ‘Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperas Syariah
Pilar Mandiri Surabaya’, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4.7 (2017).
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dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan
melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.*2

Menurut James, manajemen merupakan kebiasaan yang dilakukan secara
sadar dan terus menerus dalam membentuk suatu organisasi. Semua organisasi
memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi dalam
mencapai tujuan organisasi itu. Orang ini disebut manajer dan tanpa manajemen yang
efektif kemungkinan besar organisasi akan gagal.’®> Manajemen pada dasarnya sudah
ada sejak adanya pembagian kerja, tugas, tanggung jawab, dan kerja sama formal dari
sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif
melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya
organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

b. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, risiko dapat
diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan
terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai petimbangan
pada saat ini.Risiko merupakan kejadian yang berpotensi untuk terjadi dan mungkin
dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur
ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak

diharapkan atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.}*Adapun menurut Karim,

12 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007), h. 20

BMalayu S.P. Hasibuan, Manajemen:Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2007), h. 20

14Reni Maralis dan Aris Triyono, Manajemen Risiko, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015).
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secara bahasa risiko berarti suatu kejadian negatif, Uncertainty (ketidakpastian) dan
the future is unknown (waktu yang akan datang tidak dapat diketahui). Risiko adalah
propabilitas suatu hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan.®

Ketidakpastian dalam dunia bisnis beserta risikonya merupakan sesuatu yang
tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila
menginginkan kesuksesan. Maka disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu bentuk
keadaan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, keadaaan yang memburuk
karena terjadinya suatu peristiwa.

c. Pengertian Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko sebagai
suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mendefinisikan,
mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan
usaha Bank.!®Adapun, menurut ldroes manajemen risiko adalah suatu metode logis
dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi,
serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas
atau proses.’

Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap,
yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur
organisasi terhadap risiko. Istilah (risk) risiko memiliki berbagai definisi yang

dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam

5Riduan Karim, ‘Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko’, Jurnal Igtishad, 4 (2004).

%Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen
Risiko  Bagi Bank  Umum, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-
ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-
%20P0OJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf, diakses pada 2 Desember 2022.

Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan
Basel Il Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2017).



https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf
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pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.Tindakan manajemen risiko diambil untuk

merespons bermacam-macam risiko, ada dua macam tindakan manajemen risiko

yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi,

menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek kontruksi. Adapun

tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau

ketika risiko harus diambil.*®®Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko

merupakan suatu prosedur yang terstruktur digunakan untuk mencegah dan

menanggulagi risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam suatu organisasi.

d. Manfaat dan Sasaran Manajemen Risiko

a) Manfaat manajemen risiko

1.

Memudahkan dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah-
masalah yang rumit.

Memudahkan estimasi biaya.

Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang
dihasilkan dalam cara yang benar

Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam keadaan yang nyata

Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutusakan jumlah
informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah

Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan
Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah

Memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternative

18Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h46-48
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b) Sasaran manajemen risiko

Manfaat manajemen risiko yang sangat jelas, secara implisit sudah terkandung
di dalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko, yaitu:

1. Survival
Kedamaian pikiran
Memperkecil biaya
Menstabilkan pendapatan perusahaan
Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi peusahaan

Melanjutkan pertumbuhan perusahaan

N o o & w D

Merumuskan tanggungjawab social perusahaan terhadap karyawan dan
masyarakat.
e. ldentifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses yang secara sistematis dan terus menerus
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian
terhadap kekayaan, utang, dan personel perusahaan.?® Mengidentifikasi risiko
merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko. Proses identifikasi ini
memegang peran yang penting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang
mungkin terjadi dapat terindentifikasi.

Risiko dalam manajemen risiko bukan sekedar suatu kejadian, peritiwa, atau
kondisi yang dapat berkembang atau terjadi, melainkan mencakup pula berbagai
informasi yang berkaitan dengan kajadian, peristiwa, atau kondisi tersebut. Oleh

karena itu, dalam proses identifikasi risiko informasi yang dikumpulkan antara lain

19Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h55-56.

2Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h8.
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mencakup sumber risiko, stakesholder, benda atau kondisi lingkungan yang dapat
memicu timbulnya risiko.?

Faktor risiko internal adalah faktor-faktor risiko yang terjadi di dalam
perusahaan atau proyek yang dapat dikontrol oleh manusia. Risiko seperti ini
biasanya timbul karena masalah keuangan, organisasi, karyawan, lingkungan kerja,
perubahan produk, dan masalah lain di dalam perusahaan atau proyek yang tidak
menunjang pencapaian yang tidak diharapkan. Akibatnya, terjadilah penundaan
waktu penyelesaian proyek, peningkatan biaya, atau gangguan/interupsi pada arus
kas.??

Faktor risiko eksternal adalah faktor-faktor risiko di luar kontrol atau kendali
manusia, misalnya aktivitas di pasar uang atau pasar modal, kebijakan bidang
perpajakan, perubahan lingkungan alam atau cuaca dan lain-lain.?® Dengan
melakukan identifikasi risiko hal-hal berikut dapat diketahui, antara lain:

1. Kejadian, peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak terhadap pencapaian
sasaran dan target.

2. Konsekuensi, dampak terhadap aset organisasi atau stakeholder.

3. Pemicu (apa dan mengapa), faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya
suatu peristiwa berisiko.

4. Pengendalian, langkah-langkah antisipasi dan pencegahan awal yang dapat

dilaksanakan.

21Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, h82.

22Getia Mulyawan, Manajemen Risiko, h84
ZGetia Mulyawan, Manajemen Risiko, h84
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Perkiraan waktu risiko terjadi dan tempat risiko itu dapat terkendali, elemen-
elemen kunci di atas dapat bertambah atau berkurang tergantung pada
kebutuhan ketika menetapkan konteks manajemen risiko.

Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan

kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran

dan target atau elemen kunci yang teridentifikasi dari konteks. Dokumen utama

yang dihasilkan dalam proses ini adalah daftar risiko (risk register). Selain itu,

strategi atau cara mengidentifikasi risiko terbagi menjadi dua, antara lain:

a)

b)

Identifikasi risiko berdasarkan tujuan.

Perusahaan didirikan tentu mempunya tujuan. Oleh sebab itu, setiap peristiwa
yang menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan
akan diidentifikasi sebagai risiko.

Identifikasi risiko berdasarkan skenario.

Skenario dibuat merupakan alternatif cara untuk mecapai tujuan perusahaan.
Dengan demikian, peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang
tidak diharapkan atau di luar yang telah ditetapkan perusahaan akan
diidentifikasi sebagai risiko. Hasil identifikasi risiko adalah daftar risiko. Hal-
hal yang akan dilakukan terhadap risiko yang telah bergantung pada sifat

risiko-risiko tersebut.?*

24Getia Mulyawan, Manajemen Risiko, h89.
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f. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko yang
akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi
perusahaan serta dampak dari risiko terhadap Kinerja perusahaan, sekaligus
melakukan prioritisasi risiko, yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko ini
merupakan keputusan penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan atau chief
financial officer (CFO) yang mencakup keputusan investasi (investment decision) dan
keputusan pendanaan (financial decision).?Menurut Rustam pengukuran risiko
adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian
asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan
penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan
kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk
memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik
kualitatif maupun kuantitatif disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha
dan kemampuan perusahaan.

Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur
risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran
risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur:

a) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang
memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang

terjadi di masa lalu dan korelasinya.

%Getia Mulyawan, Manajemen Risiko, h119.

6] Putu Sugih Art dkk, Manajemen Risiko (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2021),
h65.
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Faktor risiko secara individual.

Eksposur risiko secara keseluruhan maupunrisiko dengan mempertimbangkan
keterkaitan antar risiko.

Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan
termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat di integrasikan ke dalam sistem
informasi manajemen perusahaan.?’

Selain itu, pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif pentingnya

dan memperoleh informasi yang akan membantu untuk menetapkan kombinasi.

Terdapat dua dimensi (bagian) risiko yang harus diukur yaitu peralatan manajemen

risiko yang tepat untuk menanganinya. Terdapat dua dimensi (bagian) risiko yang

harus diukur yaitu:

a)

b)

Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi

Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu
peril (Suatu peristiwa atau kejadian (event) yang kejadiannya menimbulkan
LOSS atau penyebab langsung kerugian) yang dapat menimbulkan risiko
dapat terjadi dalam suatu periode.

Keparahan dari kerugian tersebut.

Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang
diderita bila suatu risiko terjadi. Jadi dalam hal ini tingkat kegawatan
(reverity) atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut, manajemen risiko
sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama

kondisi finansialnya.

2’Pytu Sugih Art dkk, Manajemen Risiko, h68-69.
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Kedua dimensi tersebut sangat penting untuk menilai relatif pentingnya suatu
exposure terhadap kerugian potensial. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam dimensi pengukuran tersebut, antara lain:

a) Memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam
kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.

b) Memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposure yang lain, yang tidak
terkena peril.

c) Akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari
pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak
diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.

d) Dalam mengestimasi adanya kerugian penting pula diperhatikan jangka waktu
dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya.?

g. Pengendalian Risiko
Pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan

mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau
menghilangkan ancaman tersebut. Adapun Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
dan mengurangi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan, seperti aspek teknis
dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat
mempengaruhi kesejahteraan perusahaan.?® Pengendalian risiko sangat penting untuk
pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Adapun prinsip-prinsip

dan pendekatan dalam pengendalian risiko, antara lain:

28Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h122.

291 Putu Sugih Art dkk, Manajemen Risiko (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2021),
h87.
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1. Penanggulangan Risiko
Pendekatan atau cara yang digunakan dalam menanggulangi risiko yang

dihadapi oleh perusahaan, yaitu penanganan risiko (risk control) dan pembiayaan
risiko (risk financing). Kedua pendekatan tersebut memiliki alat yang dapat dipakai
untuk menanggulangi risiko yang dihadapi. Dalam menggunakan alat-alat tersebut
biasanya manajer risiko mengadakan kombinasi dari dua cara atau lebih agar upaya
penanggulangan risiko dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

a. Penanganan Risiko (Risk Control)

Dalam pendekatan dengan penanganan risiko (risk control) ada beberapa

alat/metode yang dapat digunakan, antara lain:

1) Menghindarinya

2) Mengendalikan

3) Memisahkan

4) Melakukan kombinasi atau pooling

5) Memindahkan
b. Pembiayaan Risiko (Risk Financing)

Penanggulangan risiko dengan membiayai risiko (risk financing) dapat
dilakukan dengan cara pemindahan risiko melalui asuransi dan melakukan
retensi.*°
2. Menghindari Risiko

a. Cara Mengendalikan Risiko

Salah satu cara mengendalikan risiko murni adalah menghindari harta, orang,

atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan cara berikut ini:

30Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h135-136.
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1) Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun
hanya untuk sementara

2) Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera
menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Dengan
demikian, menghindari risiko berarti menghilangkan risiko.

b. Karakteristik Dasar Penghindaran Risiko
Beberapa karakteristik penghindaran risiko yang perlu diperhatikan adalah:

1) Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas risiko yang
dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan untuk menghindarinya.
Misalnya, jika ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, semua
kegiatan perlu dihentikan.

2) Faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan
suatu harta,mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab
atau suatu kegiatan, akan hilang jika melaksanakan pengendalian risiko.

3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan akan
tercipta risiko yang baru.

c. Implementasi dan Evaluasi Hasilnya

Dalam mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko, diperlukan
penetapan semua harta, personel, atau kegiatan yang menghadapi risiko yang
ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, manajer
risiko menganjurkan policy dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua

bagian perusahaan dan pegawai.3!

31Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h136-137
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3. Mengendalikan Kerugian (Loss Control)
a. Prinsip-prinsip Pengendalian Kerugian (Loss Control)
Pengendalian kerugian dijalankan dengan:
1) Merendahkan kans (chance) untuk terjadinya kerugian
2) Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Kedua
tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, yaitu:
a) Pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian
b) Sebab kejadian yang akan dikontrol
3) Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol
4) Menurut timming-nya
b. Pengendalian Kerugian Menurut Sebab-Sebab Terjadinya
Secara tradisional teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut
pedekatan yaitu pendekatan engineering dan pedekatan hubungan kemanusiaan
(human relations). Kedua pendekatan tersebut dilaksanakan secara
simultan/bersamaan dalam beberapa keadaan. Pendekatan engineering
menekankan sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal, sedangkan
pendekatan human relation menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal
dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, dan faktor
psikologis lainnya. William Haddon menyarankan cara yang lebih komprehensif
dalam mengklasifikasikan sebab-sebab terjadinya kerugian.®? la mengemukakan
sepuluh strategi, sebagai berikut:
a) Mencegah lahirnya bahaya/hazard pada kesempatan pertama

b) Mengurangi jumlah atau besarnya hazard

32Getia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h138.
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c) Mencegah keluarnya hazard jika hazard terbentuk atau jika hazard sudah ada
sebelumnya
d) Mengubah kecepatan atau kekuatan keluarnya hazard dari sumbernya
e) Memisahkan objek dari sumber yang dapat menghancurkannya. Dalam arti
pemisahan tempat ataupun waktu
f) Memisahkan hazard dari objek yang harus dilindungi dengan suatu sekat
pemisah
g) Mengubah kualitas dasar yang relevan dari hazard
h) Menjadikan objek lebih tahan terhadap hazard
i) Melakukan tindakan kontra untuk menahan bertambah parahnya kerusakan
J) Menstabilkan, mereparaasi, dan merehabilitasi objek yang terkena peril
c. Pengendalian Kerugian Menurut Lokasi
Tindakan pengendalian risiko dapat juga diklasifikasikan menurut lokasi
kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Contohnya Haddon
menegaskan bahwa kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan
lalu lintas bergantung pada kondisi-kondisi dalam.
d. Pengendalian Menurut Timing
Pendekatan ini mempertanyakan apakah metode itu digunakan sebelum
kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, atau sesudah kecelakaan.®
Penanggulangan risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau
mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk

menanggulangi kerugian dengan cara berikut3*:

33Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h137-140
34Setia Mulyawan, Manajemen Risiko, h145-147
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1. Risk Financing Transfers

Pemindahan risiko melalui risk financing berarti transferor/penanggung harus
mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung,
yang benar-benar terjadi, yang disebabkan oleh peril yang dipindahkan. Pemindahan
ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Transfer risiko pada perusahaan asuransi (mengasuransikan).

b. Transfer risiko pada perusahaan yang bukan asuransi (noninsurance

transfer)
2. Noninsurance Transfer

Pemindahan risiko kepada pihak noninsurance transfer dilakukan melalui
kontrak bisnis atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak
berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap:

a. Harta kekayaan

b. Netincome

c. Personel

d. Tanggung jawab (liabilities) kepada pihak ketiga

3. Merentensi (Risk Retention)

Meretensi, artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu
peril. Ini adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum.
Sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.
Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan (unplanned
retention) dapat pula bersifat aktif atau direncanakan (planned retention).

Retensi bersifat aktif apabila manajer risiko telah mempertimbangkan metode-

metode lain untuk menangani risiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk
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tidak memindahkan kerugian potensial tersebut, sehingga jika terjadi peril
kerugiannya akan diperhitungkan sebagai biaya yang tidak terduga.
2) Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pemberian dana oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakannya.®**Pembiayaan
juga merupakan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit. Secara luas pembiayaan disebut financing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung sebuah investasi yang telah
direncanakan. Sebaliknya dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk pendanaan
yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti koperasi syariah kepada nasabah.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12)
yang berbunyi: “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana
berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan
nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagihasil”. %

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan
demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti
prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima
pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

$Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).
3%Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).
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1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima
pinjaman akan mengembalikan pinjaman yamg diterimanya sesuai dengan
jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua bela pihak.

3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan
penerima pembiayaan.

4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan
suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).*’

3) Teori Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam usaha. Kata mudharabah juga berasal dari kata
adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga giradh yang
berasal dari kata al-qardhu yang berarti potongan karena pemilik memotong hartanya
untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. Secara teknis, mudharabah
adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

$"Muchsin Riadi, http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis
pembiayaan.html, diakses padal3 Januari 2023.



http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis

32

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus
tanggungjawab atas kerugian tersebut.*

Mudharabah atau yang sering disebut sebagai pembiayaan total adalah
pemberian kredit dengan sistem bagi hasil. Sistem pembiayaan total (Mudharabah)
adalah pembiayaan di mana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja
untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan syarat-syarat yang
telah disepakati bersama. Jenis kredit mudharabah ada dua yaitu mutlak (tidak terikat)
dan mugayyad (terikat).3® Sedangkan secara terminologis Ulama figih memberikan
pengertian yang berbeda-beda tentang mudharabah, sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa mudharabah atau giradh menurut
syara’ ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya
untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak
dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal
secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia
kehendaki untuk diniagakan.

2. Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa mudharabah atau kerjasama
perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan
sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan

imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.

38Merza Gamal, Aktivitas Ekonomi Syariah ( Pekanbaru: Unri Press, 2004), h.70.
39Merza Gamal, Aktivitas Ekonomi Syariah (Pekanbaru: Unri Press, 2004), h.70
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3. Ulama Mazhab Syafi’i menerangkan bahwa mudharabah atau giradh ialah suatu
perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seorang menyerahkan modal kepada
orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan
memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.*°

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan
mudharabah adalah akad perjanjian kerja sama antar pemilik modal dengan pengelola
dan kemudian melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan persyaratakan yang
telah ditentukan sebelumnya. Sejak zaman nabi akad mudharabah telah banyak
dikenal oleh umat muslim, ketika itu nabi melakukan akad mudharabah dengan

Khadijah. Maka dari itu, ditinjau dari segi hukum Islam, praktik mudharabah

dibolehkan, baik menurut Al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma’.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan
berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas:

1. Dalil Al-Qur’an terdapat pada: Q.S An-Nisa/4: 29.

)58 5% i () 5 e 083 688 1Y) Il s &0 5l ) K Sl Gl i
L5 & S N ) Rl
Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*!

40Rahma Abdu, skripsi “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank
Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan: Parepare, 2019).

41Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2009), h.122
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Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman,
seperti larangan mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara yang diharamkan
syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun, diperbolehkan untuk
memperoleh harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan
atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat.

Allah berfirman {sSe&f 154 Y1 “Janganlah kalian saling membunuh”.
Larangan mencakup bunuh diri ataupun membunuh orang mukmin yang lain. Karena
kaum muslimin seperti raga yang satu, oleh karenanya membunuh seorang muslim
adalah seperti membunuh dirinya sendiri. Allah menyebutkan penjelasan
keharamannya kepada kita {les), & o all o)} “sesungguhnya Allah Maha
Penyayang kepada diri kalian. Sebab itu Allah mengharamkan saling membunuh.
Maka dari itu Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam hal
apapun baik itu dalam perniagaan atau mencari sebuah keuntungan, seperti dalam
akad mudharabah yaitu akad kerja sama yang digunakan untuk berniaga antara satu
pihak dengan pihak lain atas dasar kesepakatan bersama.

2. Al-Hadist

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau pernah melakukan
mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah.Beliau pergi ke Syam
dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Diperbolehkannya aktivitas
pembiayaan berupa produk bagi hasil tersebut telah didasari dalam HR. lbnu Majah
dari Shuhaib Radhiyallahu Anhu.

il i bid g FRRTAR 03l ) i A8l O &G 108 aly iy 4 G Y o &
g (5 Aake Ol ol 9) il ¥ el
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Artinya:

Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mugaradhah
(mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandung untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.*?

Hadits tersebut menjelaskan bahwa akad mudharabah harus dilakukan dengan
adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan
yang terdapat dalam akad, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan,
mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara
pihak nasabah dan lembaga keuangan, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

3. Ijma’.

Ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah
dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut
tidak ditentang oleh sahabat lainnya.*®

4. Qiyas

Mudharabah digiyaskan kepada al-Masyagah (menyuruh seseoramg
mengelola kebun).Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang
kaya.Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain
tidak sedikit orang yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian
adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua
golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi

kebutuhan mereka.**

42Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h.194

“SMuhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), h.96

4Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.226
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Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, di bolehkannya akad mudharabah

karena keberkahan dalam bermuamalah didapatkan melalui jual beli atau kerja sama

(syirkah). Akad mudharabah adalah akad yang melakukan kerja sama, mudharib

sebagai pengelola dana diwajibkan memiliki rasa jujur (amanah), tanggung jawab

dan mampu bekerja sama baik dengan pemiliki dana (shahibul maal).

5.

Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah

1) Ketentuan Pembiayaan:

a.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS
kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS
dengan pengusaha).

Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati
bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam
managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk
tunai dan bukan piutang.

LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
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Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan,
namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi
atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap
hukum.

Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),
dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus
secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari
penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis
melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi
modern.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia
dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut::

Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang
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atau barang yang dinilai Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka
aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk
piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap
maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:Harus
diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk
satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak
boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan
disengaja kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan
(mugabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikut: Kegiatan usaha adalah hak eksklusif
mudharib tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia mempunyai hak
untuk melakukan pengawasan, penyedia dana tidak boleh mempersempit
tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya
tujuan mudharabah yaitu keuntungan, pengelola tidak boleh menyalahi
hukum Syari’ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas

itu.
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3) Ketentuan Hukum Pembiayaan:

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu 'allag) dengan sebuah kejadian di masa
depan yang belum tentu terjadi.

c. Akad mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini
bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisinan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.*®

c. Prinsip Mudharabah

Prinsip akad (kontrak) mudharabahyang paling mendasar adalah adanya

saling keterbukaan antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dengan nasabah
dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak (utamanya
nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan
dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas moral hazarddan adverse
selection. Dalam transaksi keuangan, masalah moral hazard dan adverse selection
merupakan konsekuensi dari adanya asymmetric information, dan akad mudharabah
ini pun tidak lepas dari asymmetric information.Menurut Muhammad, asymmetric

information merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam kontrak mudharabah.®

45Dewan Syariah Nasional-MUI “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000
Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)”.

4Muhamad, Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di
Indonesia, dalam Proceedings of Internacional Seminar on Islamic Economics as A Solution (Medan:
IAEI, 2005), h. 313
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d. Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu mudharabah mutalagah dan
mudharabah mugayyadah. Sebagai berikut:

1. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah Mugayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted
mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlagah,
mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.Adanya
batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam
memasuki jenis dunia usaha.*’

2. Mudharabah Mutlagah

Mudharabah Mutlagah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan
mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muthlagah pekerja bebas mengolah modal itu
dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan
dan di arah manayang diinginkan. Sedangkan mudharabah mugayyadah, pekerja
mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh

pemilik modal.*®

4M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 170-174.

48M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 170-174.
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e. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi’iyah,37 rukun mudharabah (girada) dapat di bagi
menjadi empat point yaitu:

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam
akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor
pertama kiranya sudah cukup jelas, dalam akad mudharabah harus ada minimal dua
pelaku.Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan
kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).Tanpa dua pelaku ini, maka
akad mudharabah tidak ada.

2. Objek/orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang di terima dari

pemilik barang

Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan
yang dilakukan oleh para pelaku.Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai
objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek
mudharabah.Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci
berapa nilai uangnya.Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,
keterampilan, skill, management skill, dan lain-lain.Tanpa dua objek ini,
akadmudharabah pun tidak ada.

3. Akad mudharabah (ijab dan kabul), dilakukan dengan pemilik dan

pengelola barang

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi

dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus

secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana
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setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pengelola usaha
pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad
mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli.Nisbah ini mencerminkan imbalan
atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan
modalnya.Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan
antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

f. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu
berbentu emas atau perak batang (Tabar), mas hiasan atau barang lainnya,
mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan Tasharuf, maka
dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang berada di
bawah pengampunan.

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang
diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang
akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelolah dan pemilik modal harus jelas

presentasenya, contohnya setengah, sepertiga atau seperempat.

“SAdiwarman A. Karim, bank Islam analisis figih dan keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, (2008), h205-206.
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5. Melepaskan ijab dari pengelolah modal, misalnya aku serahkan uang ini
kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari
pengelolah.

6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelolah harta
untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu,
pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang
mengikat sering menyimpan dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila
dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut
menjadi rusak menurut pendapat Syafi’i dan Malik. Sedangkan menurut Abu
Hanafi dan Ahmad Ibn Hanbal, Mudharabah tersebut Sah.>
4) Teori Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari bahasa Inggris (coorperation), yang berarti kerja
sama.’'Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagali
sokogurunya/penyangga utama (UU No. 25 tahun 1992).%? Koperasi adalah badan
usaha yang bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum, khususnya untuk
anggotanya.Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong
khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik

berbentuk barang maupun pinjaman uang.%?

0H, Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Grapindo Persada 2005), h.139-140.

°1S. Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rajawali press 2005), h.1.

%2Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian,
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25tahun~1992uu.htm, (diakses pada tanggal 13 Oktober
2022).

3Zainil Ghulam, ‘Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah’, Jurnal
Igtishoduna, 5.1 (2016).
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Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang dalam menjalankan
usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha
produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilakukan
dengan mengacu kepada peraturan menteri koperasi dan Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka koperasi Syariah
tidakdiperbolehkan dalam kegiatan usahanya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan
gharar.Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 “Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi”’, Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut
KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan
pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infag/sedekah, dan
wakaf.>*

Koperasi syariah berdiri pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota dan mensejahterakan masyarakat sekitar pada umumnya serta ikut serta
membangun tingkat perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Dalam membentuk koperasi syariah memang diperlukan kesamaan visi misi
anggota dan manajemen pengurus yang baik agar koperasi tetap terus berdiri.Dalam
kegiatan usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan yang baik, bermanfaat dan
berlandaskan prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, perjudian (maysir) dan

ketidakpastian (gharar). Kegiatan usaha koperasi meliputi : pembiayaan dengan

%Ahmad Asy’fin Basthomi, ‘Manajemen Risiko Pembiayaan ljarah Pada Koperasi Syariah
Pilar Mandiri Surabaya’, Jurnal Ekonomi Islam, 4.7 (2017).
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prinsip bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) atau pembiayaan dengan prinsip
jual beli (murabahah).>®
C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”. Dengan adanya kerangka
konseptual akan didapatkan kejelasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti
sekiranya perlu mengemukakan beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai
berikut:

a. Manajemen Risiko

Setia Mulyawan dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen risiko
merupakan seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi
untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.
pendekatan sistematis manajemen risiko dibagi menjadi tiga stage utama, yaitu:

Pertama, identifikasi risiko merupakan tahap pertama dalam proses
manajemen risiko, proses ini memegang peran penting karena dari proses ini semua
risiko yang ada atau yang mungkin dapat terjadi dapat teridentifikasi.

Kedua, pengukuran risiko merupakan tahap kedua setelah identifikasi, proses
ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan serta
dampak dari risiko terhadap Kinerja perusahaan.

Ketiga, pengendalian risiko merupakan tahap untuk memutuskan cara untuk
menangani risiko yang terjadi. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah tindakan

untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian.

S5 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group 2009).
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b. Pembiayaan
Pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga kepada pihak lain
yang membutuhkan defisit unit atau dana untuk mendukung investasi yang
direncanakan dengan jangka waktu pengembalian dalam waktu tertentu ditambah
dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.
c. Mudharabah
Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yaitu shahibul
maal sebagai pemilik dana dengan mudharib sebagai pengelola. Dimana keuntungan
usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena
kecurangan atau kelalaian pengelola.
d. Koperasi Syariah
Koperasi syariah merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan
masyarakat secara umum khususnya anggotanya serta membangun tingkat
perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan usaha
koperasi syariah meliputi semua kegiatan yang baik, bermanfaat dan berlandaskan
prinsip syriah yang bebas dari unsur riba, perjudian dan ketidakpastian.
D. Kerangka Pikir
Kerangka yang dimaksud sebagai landasan sistematik berpikir sehingga
pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, yang
kemudian juga akan mengurai masalah-masalah yang keluar dari pembahasan
penelitian atau meluasnya pembahasan-pembahasan peneliti. Sesuai judul yang

ditetapkan yaitu Manajemen RisikoPada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi
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(KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare. Hal-hal yang akan dibahas dengan kerengka

pikir sebagai berikut:

Koperasi KPPS Bakti Huria
Syariah

Pembiayaan Mudharabah

v

Mengidentifikasi

Mengukur

Mengendalikan

Manajemen Risiko

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



BAB I
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini didasarkan dari
pedoman karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh kampus IAIN Parepare. Adapun
metode penelitian mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian,
waktu penelitian, focus penelitian, jenis dans umber data yang digunakan, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang
mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara,
dokumen tertulis yang tidak dijelaskan dengan angka. Penelitian kualitatif merupakan
proses penelitian yang berkesinambung sehingga tahap pengumpulan data,
pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses

penelitian.%®

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field search).
Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian yang telah
ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, yakni data yang

berhubungan dengan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di koperasi.

%6Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan
(Jakarta: Kencana, 2011), h172.

48
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini, penelti akan turun langsung dilokasi penelitian
untuk mendapatkan data agar tujuan penulis dapat tercapai dan terlaksana dengan
baik.
1. Lokasi penelitian
Peneliti menetapkan lokasi penelitian Manajemen Risikopada Pembiayaan
Mudharabah ini di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria
Syariah Kota Parepare JI. H. Agussalim.
2. Waktu penelitian
Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian Manajemen Risiko
pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan(KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare adalah dilakukan = 2 bulan, karena peneliti harus

menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus
penelitian ini berfungsi untuk memberikan batasan atas hal-hal yang akan diteliti oleh
peneliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam memberikan arah selama
dalam proses meneliti, utamanya pada saat melakukan pengumpulan data, yaitu untuk
mendapatkan data serta informasi yang berhubungan degan tujuan penelitian ini. Pada
fokus penelitian ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan
bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan pada saat berada di
lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat

kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan rebilitas masalah yang
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akandipecahkan. Maka dari itu, fokus penelitian ini adalah Manajemen Risiko pada

Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan(KSPPS) Bakti

Huria Syariah Kota Parepare, dimana peneliti akan menggali informasi tentang

mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terjadi pada produk

pembiayaan mudharabah.

D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas data subjek dan data
dokumentasi. Data subjek merupakan suatu jenis data yang dihasilkan dari pendapat,
sikap dan pengalaman dari subjek penelitian yaitu responden baik secara individu
maupun kelompok. Data dokumenter merupakan yang didapatkan melalui laporan
tahunan, jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber
langsung (data primer) dan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (data
sekunder). Adapun data penjelasan terkait kedua sumber data tersebutadalah:

a. Data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti yang
secara langsung diambil dari lapangan. Sumber data primer ini adalah para
pegawai dan nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti
Huria Syariahkota Parepare.

b. Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dan
digunakan sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder diperoleh
dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan,

skripsi, jurnal dan artikel internet maupun sumber bacaan lainnya yang terkait
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dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku
ilmiah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli, laporan dan dokumentasi foto yang

menggambarkan keadaan dan situasi pegadaian pada saat meneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik field research,
teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat
dengan apa yang di dengar, di lihat, dan dipkirkan oleh peneliti pada saat di lapangan.
Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai
dengan data yang bersifat teknis, antara lain:

1. Observasi

Obervasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang
dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati. Observasi adalah proses
untuk mendapatkan data dengan tahap pengamatan yang kemudian dilakukan
pencatatan secara terarah, masuk akal, logis (objektif) terhadap berbagai fenomena
yang terjadi maupun situasi yang dibuat.®’ Observasi dalam penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi dan data lapangan terkait penerapan Manajemen Risiko
pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)
Bakti Huria Syariah kota Parepare. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah
cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau
mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran

yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari

"Ismail Suardi Wekke, dkk. Metode Penelitian Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Gawe Buku,
2019) ISBN: 978-623-92088-7-5., h.278.
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partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti di kantor Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare.
2. Wawancara/interview

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
informasi secara langsung dengan cara tanya jawab mengungkapkan berbagai
pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Ciri utama dari wawancara adalah
kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi informasi.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu pimpinan/karyawan dan
nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah kota
Parepare, hal ini menunjang dan membantu untuk proses penyelesaian skripsi
nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan penelitian ini.*® Teknik ini
dipergunakan untuk mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal penulis
teliti. Data akan dikumpulkan sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian ini baik
itu dalam bentuk file data seperti dokumentasi rekaman suara, foto dan data-data
langsung yang diperoleh.

Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk
mengumpulkan bukti-bukti atau catatan yang berkaitan dengan penelitian di Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare . Selain itu,
peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saaat proses

wawancara berlangsung dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

8Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.24
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F. Uji Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antara data yang
diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian
sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan
data dalam penelitian kualitatif meliputi:
1. Uji Credibility
Credibility atau biasa disebut derajat kepercayaan dalam penelitian kualitatif
merupakan istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan
hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Uji Transferbility
Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi
menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferbilitas keteralihan berarti
bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang
memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.
3. Uji Dependability
Penelitian kualitatif dikenal sebagai istilah reabilitas yang menunjukkan
konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.
4. Uji Depenbility
Penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan
mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan
masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan

analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat keseimpulan.
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi.
Dalam mengelola data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melihat
aspek-aspek dalam objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak
memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan
pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung
selama proses pengumpulan data hingga selesai pengumpulan data.®® Dalam
penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui
tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau
penarikan kesimpulan, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam hal ini peneliti mendatangi tempat penelitian, yaitu Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) Bakti Huria Syariah Parepare dengan membawa
surat izin secara formal karena sebelumnya dari pihak koperasi sendiri telah
memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian peneliti
menemui pihak-pihak yang telah ditargetkan sebagai informan. Proses selanjutnya
yaitu memulai wawancara dan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang

diperlukan dengan lengkap.

9Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336
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2. Reduksi Data
Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakan untuk meyederhanakan
data yang diperoleh untuk memudahkan dalam menyimpulkan hasil penelitian.
3. Penyajian data
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk
penyajiannya adalah anatar lain, berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan untuk
merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga
digunakan untuk menyedehanakan data yang diperoleh dengan demikian dapat
mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan.
4. Penarikan Simpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelian yang menjawab fokus
penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan yang disajikan dalam bentuk
deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kaijian penelitian yang dimana
data yang telah dikumpulkan dilakukan evaluasi untuk pemcarian makna serta
memberikan penjelasan dari data yang diperoleh. Dengan demikian, penrikan
simpulan memungkinkan dapat menjawab rumusan yang dirumuskan sejak awal atau
bahkan tidak karena rumusan masalah terkadang bersifat sementara. Simpulan dalam
penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya bekum ada, dalam
temuan ini akan berupa deskriptif dan gambaran pada suatu objek yang masih belum

jelas, sehingga setelah diteliti akan menghasilkan sesuatu yang jelas dan tuntas.

0Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010) h.336



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi
kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian
si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

pengelola, si pengelola harus tanggungjawab atas kerugian tersebut.

Penjelasan diatas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Annas
selaku pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang
mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan mudharabah ini kami pihak koperasi menjalin kerjasama
misalnya dengan nasabah yang memiliki suatu usaha atau toko, nah kami buat
kesepakatan disini sesuai dengan kemampuan nasabah dalam satu bulan,
mudharabah di koperasi ini merupakan salah satu prodak yang sangat familiar
yang sangat diminati masyarakat Parepare karena umumnya yang sekarang
terjadi adalah kita memiliki barang tapi uang cashnya tidak ada, itulah
tujuannya kami datang kesini memberikan solusi untuk hal itu”.%*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare menawarkan banyak pembiayaan untuk anggotanya, salah satu
pembiayaan yang paling diminati masyarakat kota parepare adalah pembiayaan

mudharabah. Dimana pembiayaan ini koperasi menjalin kerjasama dengan

8IMuhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
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memberikan dana kepada nasabah yang memiliki suatu usaha dagang/toko dengan

pembagian nisbah sesuai kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Bapak M. Annas menjelaskan lebih detail terkait perjanjian
dalam akad pembiayaan mudharabah, mengatakan bahwa:

“Ketika masyarakat sudah percaya pada kami, maka kami akan memberikan
suatu yang lebih baik seperti pelayanan prima kami dan kinerja-kinerja kami
untuk masyarakat khususnya anggota koperasi ini. Intinya kalau untuk
ketentuannya itu bagi hasilnya dalam mudharabah tertera dalam hitam diatas
putih itu” %2

Hasil wawancara tersebut, menunjukkan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare telah melakukan pembiayaan mudharabah dengan benar, dimana koperasi
telah memberikan pembiayaan berupa penyediaan dana kepada nasabah untuk
memodali usaha nasabah dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati antarakedua belah pihak.

Bapak M. Annas juga menyampaikan terkait pemberian dana pembiayaan

mudharabah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalau transaksinya tergantung dari pengelompokan faktor usaha dulu,
usahanya apa, karena jika ada nasabah usahanya dibawah standar lalu kami
membarikan pinjaman 70 juta atau standar 20 juta nasabah tersebutlah yang
akan kesusahan untuk membayarnya, kalau masalah standarisasinya untuk
pemberian akad kreditnya itu kita kondisikan dari kemampuan bayarnya dan
seberapa besar peluang yang ada di sekitarnya seperti apakah tempat usahanya
strategis nah ini untuk kelanjutan usaha bersama, koperasi jalan nasabah juga
untung jadi saling menguntungkan dan harus juga menjadi anggota koperasi
terlebih dahulu”.®

52Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023

8Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
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Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare, sebelum memberikan dana atau modal untuk usaha nasabah, terlebih
dahulu koperasi melihat kondisi kemampuan nasabah dan usaha yang dijalankan jika

memenuhi standar koperasi akan memberikan dana/modal tersebut.

Selanjutnya, Bapak M.Annas menjelaskan terkait dengan sistem

pengembalian dana pembiayaan mudharabah mengatakan bahwa:

“Kalau sistem pengembaliannya kita sudah di era digital bisa melalui
teknologi, bisa jemput angsuran, bisa juga datang sendiri ke kantor untuk
membayar. Dalam pembiyaan terkadang terjadi risiko yang namanya mpl atau
gagal bayar jadi untuk pengembaliannya itu kita edukasi dengan cara
kekeluargaan dan bagaimana kemampuan nasabah dalam sebulan, kami
lakukan hal itu hitungannya uang masyarakat disini kita juga yang pakai kalau
ada yang bermasalah di lapangan tentu koperasi yang akan dibebankan untuk
membayar nisbahnya atau basilnya”.%*

Bapak Mursalim sekalu wakil pimpinan lebih detail menjelaskan bahwa :

“Masa pengembalian kalau harian maksimal 90 hari atau 3 bulan”.%®
Nurul Azura selaku Admin Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga
menjelaskan terkait sistem pengembalian dana pembiayaan mudharabah, mengatakan
bahwa:

“Misa/tenor pinjaman di koperasi ini bervariasi, mulai dari tenor minimal 3

bulan samgai maksimal 24 bulan tergantung dari kemampuan bayar
seseorang”.®

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pengembalian nasabah

pembiayaan mudharabah sudah bisa melalui teknologi atau aplikasi dari Koperasi

8Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023

8Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei
2023

8Nurul Azura, Admin Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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Bakti Huria Syariah, bisa juga di jemputan angsuran atau anggota yang datang sendiri
kekantor untuk membayar. Waktu pengembalian dana pembiayaan mudharabah

pembayaran minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan.

Pembagian nisbah atau bagi hasil yang ditetapkan oleh Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare kepada nasabah pembiayaan mudharabah dijelaskan Bapak M.

Annas, mengatakan bahwa:

“Kalau nisbahnya itu 40 60 yang tertera di SOP. Artinya keuntungannya bagi
hasil, koperasi yang ambil 60 dan kita bagikan ke anggota atau mitra 40.
Misalnya keuntuannya 1.000.000 kami ambil 600.000 dan anggota atau mitra
400.000”.%

Data tersebut juga di dukung pernyataan dari Darmi selaku nasabah
pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan
bahwa:

“Saya sudah lama menjadi nasabah di koperasi tersebut kurang lebih 2 tahun,
saya memilih pembiayaan mudharabah karena saya membutuhkan modal
untuk usaha saya, sebelum menjalin kerja sama pihak koperasi menjelaskan
lebih dulu tentang akad pembiayaan ini dan selama saya menjadi nasabah

koperasi saya mendapatkan pelayanan yang bagus dan proses pencairannya

cepat paling lambat 3 hari”.®

Data wawancara diatas peneliti mengamati koperasi dan nasabah melakukan
kerjasama dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal
ini juga telah sesuai dengan teori ulama mazhab Syafi’i tentang mudharabah atau
giradh yang menjelaskan bahwa mudharabah atau giradh merupakan suatu perjanjian
kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain

agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh

5”Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
%Darmi, Nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 18 Mei 2023
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keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan. Sejak zaman nabi akad
mudharabah telah banyak dikenal oleh umat muslim, ketika itu nabi melakukan akad
mudharabah dengan Khadijah. Maka dari itu ditinjau dari segi hukum islam praktik

mudharabah dibolehkan, dalam Al-Qur’an pada Q.S An-Nisa/4:29.

|5 5% 0 () 55 e 55083 (588 G V) JIalls %8 %0150 1806 Y 1l 5l
Lo ) o 8 0 ()

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman, seperti
larangan mengambil harta yang bukan miliknya dengan cara yang diharamkan
syariat, seperti riba, judi, memalak dan menipu. Namun, diperbolehkan untuk
memperoleh harta dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan
atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak dan berpegang teguh pada syariat
islam. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
telah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal yang menyediakan dana
untuk masyarakat yang bertindak sebagai mudharib atau pengeloa yang sedang
membutuhkan dana untuk usahanya dengan terjalinnya kerjasama antara dua belah
pihak sesuai dengan syariat islam dan segala ketentuan seperti pembagian nisbah atau

bagi hasil yang atas dasar kesepatakan bersama.
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1. Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Manajemen risiko merupakan suatu tindakan atau prosedur yang terstruktur
digunakan untuk mencegah dan menanggulangi risiko atau ketidakpastian yang
terjadi dalam suatu organisasi. Tak terkecuali pada kegiatan pembiayaan mudharabah
di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare. Mengidentifikasi risiko
merupakan tahap pertama dalam proses manajemen risiko, proses identifikasi ini
sangat penting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang mungkin
terjadi dapat teridentifikasi, dengan melakukan identifikasi risiko kejadian/peristiwa
yang berdampak terhadap pencapaian sasaran target perusahaan, konsekuensi,

penyebab dan pengendaliannya dapat diketahui.

Risiko dalam manajemen risiko bukan sekedar suatu kejadian peristiwa, atau
kondisi yang dapat berkembang atau terjadi, melainkan mencakup pula berbagai
informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa atau kondisi tersebut. Oleh
karena itu, dalam proses identifikasi risiko informasi yang dikumpukan antara lain
mencakup sumber risiko, stakesholder, benda atau kondisi lingkungan yang dapat

memicu timbulnya risiko.

Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare adalah bentuk manajemen risiko yang di
implementasikan di awal, sebelum pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada
nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Annas selaku pimpinan
pada Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Koperasi Bakti Huria Syariah adalah koperasi yang sudah berbasais digital,

karena kami menggunakan aplikasi Bl Checking atau Pefindo dalam
identifikasi calon nasabah untuk melihat bagaimana karakter orang atau
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nasabah ini, misalnya apakah ada masalah di tempat lain dan itu memudahkan
kami untuk melacak bagi orang-orang yang bermasalah di kota Parapare”.5®

Data tersebut juga didukung dengan pernyataan Irfan selaku Account Officer
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:
“Dalam proses identifikasi kami juga melakukan survey atau turun langsung

ke lapangan untuk melihat bagaiaman usaha nasabah dan survey agunan
(jaminan) yang akan diberikan”.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare mengidentifikasi risiko dengan cara melihat karakter nasabah
menggunakan aplikasi Bl Checking atau Pefindo. Bl Checking sendiri merupakan
suatu layanan informasi yang disediakan oleh Bank Sentral Indonesia, yang saat ini
dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran yang sangat penting
dalam analisis kredit sebab dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam
melakukan penilaian terhadap calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana hutang nasabah ataupun karakter nasabah dalam melunasi hutangnya, hal
ini berkaitan dengan risiko keuangan dalam lembaga keuangan. Selain itu, Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam mengidentifikasi risiko juga melakukan
survey atau turun langsung kelapangan untuk melihat langsung usaha nasabah dan

agunan (jaminan) yang akan diberikan.

Dalam penerapannya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
mengidentifikasi hal-hal negatif yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah,
penanganan Yyang dilakukan berbeda-beda tergantung sejauh mana tindakan

kecurangan atau risiko yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan

9 Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
0 Irfan, Account Officer (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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narasumber Bapak M.Annas selaku pimpinan pada Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare, mengatakan bahwa:
“Kalau hal negatif yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah itu yang
pertama gagal bayar dan negatif kedua yang kami temui itu adalah tingginya
tingkat persaingan yang ada di luaran sana, hal negatif yang ketiga adalah

faktor alam jika hujan deras terjadi banjir di daerah tempat tinggal nasabah

kami dan ini berdampak pada kelangsungan usaha nasabah yang ada disana.

Jadi tiga hal ini yang mempengaruhi pembayaran mitra-mitra kami”."*

Data tersebut juga didukung dengan pernyataan Irfan selaku Account Officer
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, mengatakan bahwa:

“Hal negatif yang sering terjadi yakni ada nasabah yang tidak membayar

dikarenakan berbagai hal yakni usaha bangkrut, ada yang lari tinggalkan

tempat tinggal dan ada 7;uga yang sakit berbulan-bulan sehingga
pembayarannya tidak lancar”.

Hasil wawancara dengan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
hasil identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah bahwa faktor risiko internal
yang terjadi dalam Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare mengidentifikasi
risiko timbul karena terjadi gagal bayar nasabah dikarenakan usaha nasabah bangkrut,
nasabah tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas pembiayaan yang diberikan dan
nasabah yang jatuh sakit sehingga pembayaran jadi tertunda. Selain itu, tingginya
tingkat persaingan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan
faktor risiko eksternal yang terjadi timbul karena faktor alam seperti perubahan
lingkungan atau cuaca yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh manusia

yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

Lebih lanjut, Bapak M. Annas menjelaskan penyebab terjadinya hal tersebut,

dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

"“Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
2Irfan, Account Officer (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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“Dari penjualan usaha nasabah sehingga nasabah tidak melakukan
pembayaran tepat sesuai dengan perjanjian awalnya. Siklus perekonomian
masyarakat parepare saat ini bisa di katakan lesu artinya perputaran ekonomi
kita mengalami yang namanya inflasi dan akibat fenomena covid beberapa
tahun yang lalu masih ada masyarakat yang masih kena imbasnya dan untuk
faktor alam itu dari kuasa Allah jadi kita sebagai manusia tidak bisa
mengendalikan hal tersebut, seperti yang terjadi belum lama ini banjir
menimpa masyarakat parepare dan ada sebagian anggota koperasi kami yang
terkena banjir itu dan berdampak pada kelangsungan usahanya”.”®

Data tersebut di dukung dengan pernyataan Irfan selaku Account Office,
mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya hal tersebut yakni kebanyakan faktor dari usaha nasabah
yang sudah mulai bangkrut”.”

Hasil wawancara di atas bahwa penyebab terjadinya risiko faktor internal
perusahaan karena nasabah yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu
dikarenakan usahanya mulai bangkrut dan siklus ekonomi masyarakat parepare
menurun karena perputaran ekomomi mengalami inflasi. Sedangkan untuk faktor
risiko eksternal penyebabnya berasal dari faktor cuaca, risiko ini diluar kontrol

kendali manusia.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Darmi selaku nasabah Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Ya biasanya lambat membayar alasannya kurang pembeli otomatis
pemasukaan juga kurang”.”

Wawancara dari nasabah tersebut menjelaskan bahwa alasan nasabah
mengalami keterlambatan membayar karena usaha yang dijalankan kurang pembeli

otomatis pemasukan yang di dapatkan juga kurang.

SMuhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
"Irfan, Account Officer (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023

">Darmi, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 18 Mei 2023
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Nurhayati selaku nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota
Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya lambat karena lupa”.”®

Wawancara dari nasabah tersebut menjelaskan bahwa alasan nasabah
mengalami keterlambatan membayar karena kelalaian nasabah yang lupa untuk

melakukan pembayaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Mustafah selaku nasabah Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Pegglah lambat sampai menunggak karena ada juga kebutuhan lain mau
dibeli”.

Hasil wawancara diatas, penyebab nasabah mengalami keterlambatan
membayar karena pemasukan usaha kurang, kelalain nasabah lupa dalam
pembayaran, dan nasabah yang lebih memetingkan kebutuhan lain ketimbang

pembayaran pinjamannya.

Mengenai identifikasi risiko Bapak Mursalim selaku wakil pimpinan Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare kembali menjelaskan hal apa yang akan dilakukan
saat risiko itu terjadi, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Pada hakikatnya nasabah yang melakukan transaski pinjaman dan menabung
di koperasi ini otomatiskan mereka percaya pada kami, maka dari itu kami
selalu memberikan pelayanan terbaik untuk anggota atau mitra-mitra kami,
dan untuk risiko gagal bayar nasabah kami pihak koperasi berupaya untuk
mengedukasi sebaik mungkin cara penanganannya dan apabila tidak ada jalan
keluar, maka akan dilakukan penitipan jaminan”.’®

"8Nurhayati, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 06 Juni 2023

""Mustafah, Nasabah (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 05 Juni 2023

"8Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei
2023
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Wawancara diatas bahwa koperasi selalu menjaga kepercayaan anggotanya
dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan hal yang dilakukan pihak koperasi
untuk menangani risiko gagal bayar nasabah, koperasi akan berupaya untuk
melakukan edukasi dengan maksimal terkait cara penaganannya dan pihak koperasi
akan melakukan penitipan/penahanan jaminan nasabah di kantor jika tidak ada jalan

keluar atau solusi yang ditemukan.

Selanjutnya, Bapak M. Annas menjelaskan tentang konsekuensi yang muncul
dari risiko yang terjadi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
risiko tersebut, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Konsekuensinya itu karena kami kegiatannya berbasis syariah jadi kami
disini tidak ada istilah denda. Inilah perbedaan kami dengan konvensional,
tujuan kami koperasi ini untuk membantu masyarakat, disini kami bekerja
dengan fikiran rasional dan manusiawi untuk menolong umat atau sesama
kita. Jadi dikembalikan pada nasabah barapa mampunya mereka membayar.
Dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan risiko kami sabar saja
artinya kita tidak pernah menuntut orangnya ketika dia lalai dalam membayar
tentukan kita kondisikan dengan ucapan dan keadaan yang terjadi dalam
ekonominya ketika akan bertolak belakang tentukan kita juga pakai istilahnya
negosiasi kembali artinya ketika usahanya sudah mulai bagus kembali
otomatis pembayarannya kita up kembali, namun ketika dia down atau turun
tentu kita akan memperkecil lagi untuk cara bayarnya, jadi ketika berapa
jangka lama maksimal yang kita pakai itu ketentuannya hari yang akan
menentukan hal itu”.”®

Data tersebut di dukung dengan pernyataan Irfan selakuAccount Office,
mengatakan bahawa:

“Konsekuensinya yakni dilakukan penitipan jaminan di kantor sesuai dengan
akad perjanjian di kantor. Dan waktu dibutuhkan biasanya kami memberi
kebijakan untuk mengangsur-angsur sedikit demi sedikit sehingga
utang/kredit yang ada di kantor bisa terselesaikan”.8°

"Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
8]rfan, Account Officer (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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Wawancara diatas menunjukkan bahwa konsekuensi yang timbul akibat risiko
yang terjadi adalah penitipan/penahanan jaminan nasabah, karena koperasi
berlandaskan prinsip syariah maka untuk nasabah yang gagal bayar tidak dikenakan
denda, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah gagal bayar yang
terjadi koperasi akan memberikan waktu untuk mengangsur pinjamannya sampai
pinjaman tersebut selesai artinya koperasi percaya pada nasabahya untuk
menyelesaikan pinjaman tersebut. Selain itu, koperasi akan melakukan negosiasi
kembali dengan melihat keadaan ekonomi nasabahnya ketika usahanya masih
down/turun pembayarannya akan diperkecil, namun ketika usahanya mulai bagus

pembayaran akan di up kembali.

Mengidentifikasi risiko pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang
dilakukan oleh pihak koperasi dalam melayani debiturnya dan untuk kepentingan
operasioanal perusahaan. Dari segi manajemen, identifikasi risiko di awal sangat
penting dilakukan dimana akan menentukan apakah di kemudian hari berpeluang
terdapat kemungkinan timbulnya risiko khusunya pada pembiayaan mudharabah di

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare.

Hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk identifikasi
risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare, dimana pihak koperasi melakukan survey langsung terhadap
usaha dan agunan nasabah serta melakukan pencarian informasi nasabah
menggunakan sistem informasi Bl Checking atau Pefindo. Adapun hasil identifikasi
risiko yang dilakukan pihak koperasi menunjukkan bahwa terjadi risiko gagal bayar

akibat usaha nasabah yang mengalami penurunan pendapatan karena faktor ekonomi
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yang menurun, nasabah yang lalai tidak melakukan pembayaran dengan tepat waktu,

dan faktor cuaca yang mempenagruhi kelangsungan usaha nasabah.

2. Pengukuran Risiko PadaPembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah proses identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah dapat
diketahui risiko atau hal negatif yang terjadi pada pembiayaan tersebut, antara lain
gagal bayar nasabah atau keterlambatan nasabah dalam membayar dikarenakan usaha
nasabah yang bangkrut dan keadaan yang tidak dapat diprediksi, tingginya tingkat
persaingan dan faktor cuaca yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Tahap
selanjutnya dari proses manajemen risiko adalah pengukuran risiko, proses ini
dilakukan untuk menentukan tingkat kerugian (keparahan) dari risiko yang dihadapi
perusahaan serta dampak dari risiko terhadap Kinerja perusahaan, sekaligus

melakukan prioritisasi risiko.

Pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif pentingnya dan
memperoleh informasi yang akan membantu untuk menetapkan kombinasi peralatan
manajemen risiko yang tepat untuk menanganinya. Dimensi atau bagian yang harus
diukur berkenaan dengan dua dimensi risiko yaitu pertama, frekuensi atau jumlah

kerugian yang akan terjadi dan kedua, keparahan dari kerugian tersebut.

Bapak M. Annas selaku pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare menjelaskan terkait pengukuran risiko yang dilakukan, dalam
wawancaranya mengatakan bahwa:

“Jadi untuk pengukurannya kami lakukan analisa pembiayaan, kami lihat dulu
hasil BI Checkingnya bagaimana, setelah itu kami juga menilai karakter dari
nasabah yang akan melakukan pembiayaan ini dengan melakukan wawancara
langsung dan juga menanyakan sifat nasabah kepada orang-orang disekitarnya
hal ini kami lakukan juga untuk mengetahui bagaimana orang tersebut
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profesinya apa dan bagaimana dilingkungannya apakah layak diberikan
pembiayaan atau tidak. Kemampuan membayar nasabah juga perlu dinilai
dengan melihat usaha yang dijalankan bagaimana kemampuan nasabah dalam
mengelola usahanya apa riwayat pendidikanya seperti apa pengalaman
pengelolaan usahanya. Pedapatannya juga perlu di perhatikan bagaimana
pemasukan yang di dapatkan dari usahanya dengan menanyakan pada
tetangga tempat usaha yang dijalankan nasabah tersebut hal ini juga
diperlukan untuk menilai layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dan
berapa platfon yang layak diberikan. Selain itu, perlu juga melihat
jaminan/agunan yang akan diberikan nasabah hal ini diperuntukkan apabila
nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kami pihak koperasi.
Terakhir kami juga mempertimbangkan kondisi perekonomian nasabah
dengan melihat kondisi rumah nasabah, tanggungan yang ditanggung apa saja
dan berapa”.®!

Irfan selaku Account Office juga menjelaskan terkait pengukuran risiko yang
dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, dalam wawancaranya
mengatakan bahwa:

“Pada pembiayaan mudharabah kami juga melakukan pengelompokkan, jadi

kami mengelompokkan nasabah berdasarkan bagaiaman ia memenuhi

kewajibannya ada yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar,
diragukan dan macet”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengukuran risiko yang
dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare menggunakan prinsip 5C
yaitu dengan melihat character nasabah, capacity yaitu kemampuan nasabah dalam
menjalankan usahanya, capital yaitu modal dengan melihat pendapatan yang di dapat
nasabah dari usaha yang dijalankan, collateral yaitu jaminan/agunan yang akan
diberikan nasabah kepada pihak koperasi, dan terakhir condition yaitu koperasi juga
mempertimbangkan kondisi ekonomi nasabah dengan melihat kondisi rumah dan

tanggungan yang ditanggung. Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare

81 Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
8 Irfan, Account Officer (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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dalam mengukur risiko juga melakukan pengelompokkan nasabah mulai dari nasabah

lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Lebih lanjut, Bapak M. Annas juga menjelaskan tentang frekuensi atau jumlah
kerugian yang terjadi akibat risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan
mudharabah, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kerugian-nya dana produktif kami pasti akan susah untuk berputar kembali.

Contohnya jika kita punya outstanding sekian miliyar dan macet sekian maka

pasti outstanding produktif kita itu akan mengalami penurunan dan jika

putstaglgling produktif menurun yang akan terjadi pendapatan akan ikut turun
juga”.

Bapak Mursalim juga menjelaskan terkait frekuensi atau jumlah kerugian
akibat risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan mudharabah, mengatakan
bahwa:

“Untuk jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan itu tergantung dari sisa
dan limit kredit yang bermasalah”.84

Hasil wawancara di atas pengukuran frekuensi atau jumlah kerugian akibat
risiko gagal bayar nasabah dalam pembiayaan mudharabah koperasi mengalami
kerugian berupa perputaran dana produktif yang susah untuk berputar kembali dan
mengakibatkan  penurunan pendapatan dan jumlah kerugian yang ditanggung

perusahaan tergantung dari limit kredit nasabah yang bermasalah.

Selanjutnya, pengukuran keparahan dari kerugian gagal bayar nasabah

dijelaskan Bapak M. Annas mengatakan bahwa:

8Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023

8Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei
2023



71

“Tingkat keparahan akibat kerugian yang terjadi adalah koperasi rugi
brand/label nama perusahaan koperasi bakti huria syariah, kerugian yang
dialami akibat risiko gagal bayar yaitu terjadi penurunan pendapatan dari
pihak kami dan sistem bagi hasil antara perusahaan dan nasabah tidak teratur,
maka nama perusahaan juga akan ikut terbawa dalam artian tidak bagus di
mata masyarakat sebab perusahaan inikan koperasi yang mana Kkita
menghimpun dana masyrakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat.
Pihak nasabah juga ikut mengalami kerugian karena diambilnya jaminan oleh
pihak kantor melalui perjanjian akad kredit”.8

Keparahan dari kerugian gagal bayar nasabah yang dialami koperasi adalah
kerugian nama label/brand perusahaan “Koperasi Bakti Huria Syariah”, hal ini
ditakutkan saat pendapatan menurun akibat risiko gagal bayar nama koperasi akan
terlihat tidak baik dimata masyarakat, karena jika koperasi mengalami kerugian
berupa penurunan pendapatan maka sistem bagi hasil pembiayaan mudharbaah ikut
tidak teratur dan nasabah juga rugi karena jaminan yang dijaminkan diambil oleh

pihak koperasi.

Peneliti juga menggali informasi di lapangan tentang beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam dimensi (bagian) pengukuran risiko. Maka dari itu, peneliti
melakukan wawancara terkait apa yang terjadi pada perusahaan dengan adanya
kejadian tersebut. Seperi yang dijelaskan oleh Irfan selaku Account Office,
mengatakan bahwa:

“Terjadi pembengkakan NPF (Non Performing Financing) kredit macet yang

timbul pada Eerusahaan dan tidak adanya pemasukan dari nasabah yang
bermasalah”.®

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa terjadi dua kondisi yang di

akibatkan dari adanya kerugian potensial yang dialami perusahaan. Kondisi pertama,

8Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
8|rfan, Account Office Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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koperasi mengalami pembengkakan NPF (Non Performing Financing). NPF
merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan angsuran pokok dan atau
bunga/bagi hasil setelah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo akibat
adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu
suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur. Kondisi kedua, pemasukan

perusahaan terhambat dikarenakan nasabah tidak melakukan pembayaran.

Pengukuran risiko juga memperhatikan siapa saja yang terkena dampak dari
risiko yang terjadi, seperti yang dijelaskan Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Dampak yang terkena segala pihak, artinya kita ini keanggotaan ketika misal
koperasi lesu tentu anggota juga akan merasakan dampaknya. Seperti
keterlambatan memberikan nisbahnya atau bagi hasilnya. Karena disini pola
syariah yang Kkita pakai maka semua akan merasakan dampaknya, jadi
koperasi nyaman semua akan nyaman jika koperasi lesu semua juga akan lesu.
Dengan memberian sebuah edukasi dan pemahaman bahwa keadaan sekarang
berbeda dengan tahun yang lalu karena kita disini harus transparansi dalam
hal pengelolaan dana masyarakat, artinya kita itu harus jujur mengatakan hal
yang terjadi”.®’

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Irfan selaku Account Office,
mengatakan bahwa:

“Kedua belah pihak pastinya yang terkena dampak dari risiko yang terjadi”.®

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa semua pihak terkena dampak
dari risiko gagal bayar baik itu nasabah maupun koperasi. Karena jika nasabah tidak
melakukan pembayaran maka otomatis pendapatan koperasi juga akan ikut menurun,
karena koperasi pada dasarnya merupakan lembaga yang menghimpun dana

masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat.

8"Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
8|rfan, Account Office Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko pembiayaan mudharabah
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare, tahap selanjutnya memutuskan cara
untuk menangani risiko tersebut yaitu dengan melakukan pengendalian risiko (risk
control). Pengendalian risiko (risk control) merupakan tindakan untuk
menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Pengendalian risiko adalah langkah
penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Pengendalian risiko juga
merupakan metode dimana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan
mengambil tindakan untuk pecegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu
perusahaan. Tujuan pengendalian risiko juga untuk mengurangi probabilitas

munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan (severity) atau keduanya.

Pedekatan pengendalian risiko terbagi menjadi beberapa bagian, pertama
penanggulangan risiko dengan dua pendekatan atau cara yang digunakan untuk
menanggulangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu penanganan risiko (risk
control) dan pembiayaan risiko (risk financing), pada kedua pendekatan tersebut

terdapat beberapa alat yang digunakan untuk menanggulangi risiko yang terjadi.

Hasil temuan di lapangan, penanggulangan risiko Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare di jelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Penanggulangan yang kami lakukan vyaitu membutuk tim spi untuk
menangani yang bermasalah dan kami juga memakai sistem hukum ketika ada
masalah yang berat, dalam internal perusahaan pasti memikirkan dampaknya
dan kami akan gercep untuk melakukan suatu tindakan yang mana tidak
merugikan satu sama lain”.%

8Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
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Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk penaggulangan risiko
yang dilakukan koperasi bakti huria syariah kota parepare yaitu menggunakan
pendekatan penanganan risiko (risk control) dengan menggunakan alat atau metode
mengendalikan, koperasi membentuk tim SPIl (satuan pengawas intern) untuk
menangani risiko yang terjadi, kemudian untuk masalah yang terlalu berat dan tidak
bisa ditangani di rana koperasi maka untuk penaganannya koperasi menggunakan

sistem hukum.

Pendekatan pengendalian risiko kedua adalah menghindari risiko. Hasil
temuan di lapangan, Bapak Mursalim menjelaskan tentang bagaimana perusahaan
menghindari masalah sebelum itu terjadi, mengatakan bahwa:

“Cara yang kami lakukan adalah pertama mengantisipasi yang namanya

minimum kas, saat dana keluar disini kita itu siklusnya ada tenaga yang

khusus untuk mencari tabungan setiap harinya dan ada juga yang khusus
memberikan penawaran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dan

itu akan sinkron artinya ada yang keluar ada yang masuk jadi. Selain itu kita
juga mengupgraed sdm yang ada di koperasi ini”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk menghindari risiko,
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan antisipasi minimum kas
dengan membentuk sebuah tim/tenaga khusus yang bertugas untuk memberikan
penawaran kepada nasabah yang ingin menabung dan ada juga tim/tenaga khusus
untuk memberikan penawaran pinjaman, jadi hal tersebut akan sinkron dengan
pengeluaran dan pemasukan. Kemudian, koperasi juga mengupgrade atau
memberikan pelatihan kepada karyawannya agar dapat bekerja dengan lebih baik

lagi.

®Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei
2023
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Kerugian yang ditimbulkan dari risiko gagal bayar pada pembiayaan
mudharabah cukup besar karena mempengharuhi penurunan pendapatan koperasi,
tidak teraturnya nisbah atau bagi hasil, dan berdampak pada ke seluruh pihak baik itu
nasabah, karyawan, dan nama perusahaan. Untuk itu dilakukan pendekatan
pengendalian risiko yang Kketiga yaitu pengendalian kerugian (loss control).
Pengendalian kerugian (loss control) dijalankan dengan merendahkan kans (chance)
untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian itu terjadi. Tindakan
itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti pencegahan kerugian atau

tindakan pengurangan kerugian dan sebab kejadian yang akan dikontrol.

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalikan
kerugian (loss control), seperti yang dijelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan
bahwa:

“Untuk meminimalisir kerugian yang ada kami jadikan aset dalam bentuk
uang tunai bagi yang punya agunan/jaminan secara ikhlas untuk diberikan jika
tidak mampu dalam melakukan pembayaran kami suruh dia jual berapa
transaksi untung nilainya, itu untuk meminimalisir risiko dan bisa menjadi kas
untuk kebutuhan kita, lalu yang kedua untuk mengantisipasi kerugian kami
jelaskan perjanjian awalnya atau pknya (perjanjian kredit) kita jelaskan secara
seksama kepada nasabah karena pintu masuknya suatu masalah itu ada di
akadnya atau perjanjian kreditnya jadi kita harus menjelaskan secara seksama
bahwa dana ini adalah dana masyarakat yang diperuntukkan dan
diperbantukan untuk anda (nasabah) untuk pembayarannya disesuaikan
dengan jangka waktunya”.%

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Bapak Mursalim,
mengatakan bahwa:
“Yang kita lakukan adalah bagaimana kita untuk pengembalian modal dalam

artian bahwa kita yang menggenjot kredit yang bermasalah itulah yang kita
kejar terus dan mengedukasi bagaimana untuk pengembaliannya dan

®IMuhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
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mengedukasi bahwa dana yang digunakan selama ini adalah dana masyarakat
yang tentunya juga akan diharapkan kembali untuk masyarakat”.%

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam mengendalikan
kerugian yang terjadi pada pembiayaan mudharabah koperasi bakti huria syariah kota
parepare melakukan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian
dengan cara agunan atau jaminan nasabah akan ditebus/dijual dalam bentuk uang
tunai, lalu hasil tebusan agunan atau jiminan nasabah akan dimasukkan ke dalam kas
untuk kebutuhan koperasi. Selain itu, untuk mengendalikan kerugian gagal bayar
koperasi juga mendorong nasabah agar segera melakukan pembayaran dengan
mengedukasi kepada nasabah bahwa koperasi ini merupakan lembaga yang

menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat.

Pengendalian kerugian juga dilakukan dengan menurut sebab-sebab
terjadinya. Secara tradisional teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut

pendekatan yang dilakukan, antara lain:

a. Pendekatan engineering, merupakan pendekatan yang menekankan
sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal misalnya
memperbaiki kabel listrik yang tidak memenuhi syarat, pembuangan
limbah yang tidak memenuhi ketentuan, kontruksi bangunan dan
bahan dengan kualitas buruk dan sebagainya.

b. Pendekatan hubungan kemanusiaan (human relation), merupakan
pendekatan yang menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal

dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya,

92Mursalim, Wakil Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei
2023
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sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharuskan, dan lain-lain

faktor psikologis.

Hasil temuan dilapangan peneliti mendapatkan infornasi bahwa pendekatan
pengendalian kerugian yang dilakukan koperasi bakti huria syariah kota parepare
dijelaskan oleh Bapak M. Annas, mengatakan bahwa:

“Kalau selama ini yang kita pakai adalah pendekatan kekeluargaan karena kita

disini ketika sudah menjadi anggota maka akan menjadi bagian keluarga dari

kami karena koperasi itu dari anggota untuk anggota dan ketika suatu masalah
diselesaikan secara rana hukum pemikiran masyarakat nantinya berdampak
pada label perusahaan/koperasi nama perusahaan harus Kita jaga, jadi
pendekatan yang kami lakukan utamanya adalah kekeluargaan namun jika ada
masalah yang besar sudah tidak bisa diselesaikan secara kekelauargaan baru
kita akan membawanya ke rana hukum. Karena kedatangan kami ini

tujuannya bersahabat dengan seluruh anggota-anggota kami yang ada di
parepare”.%

Data tersebut juga di dukung dengan pernyataan Irfan selaku Account Officer,
mengatakan bahwa:
“Cara mengatasinya yakni melakukan kunjungan rutin tiap hari kepada

nasabah yang teridentifikasi masuk kategori macet. Supaya ada pembayaran
bisa masuk”.**

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengendalian kerugian
pembiayaan mudharabah koperasi bakti huria syariah kota parepare menggunakan
pendekatan hubungan kemanusiaan (human relation) karena pendekatan ini berasal
dari faktor manusia. Dalam mengendalian kerugian yang terjadi koperasi melakukan
pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan rutin setiap hari
kepada yang teridentifikasi masuk kategori macet atau gagal bayar. Prinsip koperasi

ketika menjadi bagian anggota koperasi maka akan menjadi bagian dari keluarga

%Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
%Irfan, Account Office Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 27 Mei 2023
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koperasi bakti huria syariah kota parepare, namun ketika masalah yang terjadi tidak
bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan maka koperasi akan menggunakan sistem

hukum.

Pengendalian risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau
mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk
menanggulangi kerugian, salah satu caranya adalah meretensi (risk retention).
Meretensi (Risk Retention), artinya perusahaan yang akan menanggung sendiri risiko
finansial dari suatu peril. Sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang
bersangkutan dan penanggulangan ini dapat bersifat tidak direncanakan (unplanned

retention) dapat pula bersifat “aktif” atau direncanakan (planned retention).

Hasil temuan di lapangan peneliti mendapatkan informasi terkait hal tersebut,
berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Annas mengatakan bahwa:

“Untuk penangguhannya tentu kami juga tidak tanggung-tanggung bahwa

85% aset perusahaan dari bakti huria sendiri artinya untuk masalah antisipasi

kedepannya mitigasi risikonya kami sudah fikirkan terlebih dahulu sebelum

orang merasakan yang namanya kerugian. Karena pemikiran sebagian orang

beranggapan bahwa koperasi itu penipu justru itu kami berevolusi dan selalu
merenovasi apa saja kebutuhan masyarakat sekarang ini.”%

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk
pengendalian risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
adalah menanggulangi risiko dengan menyediakan dana sendiri bahwa 85% aset
perusahaan berasal dari koperasi sendiri, ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika
kedepannya terjadi risiko. Dalam artian koperasi telah melakukan risk retention yang

bersifat direncanakan (planned retention). .

%Muhammad Annas, Pimpinan Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, 17 Mei
2023
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B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. ldentifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare berjalan secara sistematis dan terus
menerus, koperasi melakukan identifikasi dengan cara analisis kelayakan nasabah
setiap kali nasabah akan melakukan pembiayaan di koperasi khususnya pada
pembiayaan mudharabah, dengan cara survey langsung untuk melihat usaha nasabah
dan agunan/jaminan yang akan diberikan, hal ini di jelaskan langsung oleh pimpinan
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dan diperkuat dengan hasil wawancara
salah satu karyawan yang bertugas sebagai account officer yang mengatakan bahwa
selain melakukan survey identifikasi risiko juga dilakukan dengan mencari informasi

tentang karakter nasabah melalui sistem informasi Bl Checking atau Pefindo.

Sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Asy’fin Basthomi, dalam hasil
penelitiannya Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya juga melakukan identifikasi
risiko dengan cara melihat data history dan trck record nasabah melalui berbagai
sumber untuk melihat bagaimana pembiayaan yang dilakukan sebelumnya hal ini
sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare yang
menggunakan sistem informasi Bl Checking atau Pefindo untuk melihat karakter
history nasabah. Selain itu, Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya juga melakukan
survey langsung ke lapangan tempat tinggal nasabah yang akan diberikan

pembiayaan sama dengan yang dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
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Parepare yang juga melakukan survey langsung ke lapangan untuk melihat usaha dan

agunan/jaminan nasabah yang akan diberikan.

Hasil identifikasi risko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare, pada pembiayaan mudharabah dijelaskan langsung oleh pimpinan koperasi
bahwa terdapat tiga risiko yang terjadi yaitu gagal bayar atau keterlambatan
membayar nasabah, faktor cuaca dan tingginya tingkat persaingan. Selain itu, hasil
identifikasi risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga
dapat mengetahui faktor-faktor risiko yang menjadi pemicu timbulnya peristiwa
berisiko seperti nasabah yang mengalami gagal bayar. Faktor risiko tersebut terbagi

menjadi dua yaitu faktor risiko internal dan faktor risiko eksternal.

Faktor risiko internal adalah faktor-faktor risiko yang terjadi di dalam
perusahaan yang dapat dikontrol oleh manusia. Sedangkan faktor risiko eksternal
adalah faktor-faktor risiko di luar kontrol atau kendali manusia.®® Dalam hal ini faktor
risiko internal yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare risiko internal terjadi karena gagal bayar nasabah dikarenakan
usaha nasabah bangkrut, nasabah lalai atau tidak bertanggungjawab sepenuhnya atas
pembiayaan yang diberikan dan keadaan nasabah yang tidak dapat diprediksi seperti
jatuh sakit sehingga pembayarannya dan usahanya jadi tertunda, serta risiko pesaing
yaitu tingginya tingkat persaingan antara koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.
Sedangkan faktor risiko eksternal yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare terjadi karena cuaca diluar kontrol atau

kendali manusia yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

% Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h84
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Selain dapat mengetahui faktor penyebab pemicu timbulnya risiko yang
terjadi, proses identifikasi risiko juga dilakukan untuk mengetahui konsekuensi atau
dampak terhadap organisasi atau stakeholder. Dalam hal koperasi mengetahui
konsekuensi yang diterima, sesuai dengan prinsip syariah koperasi tidak melakukan
denda terhadap nasabah gagal bayar melainkan koperasi akan melakukan
penitipan/penahanan agunan/jaminan nasabah dan pencegahan awal yang dilakukan
koperasi dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi, koperasi memberikan waktu untuk nasabah mengangsur

pinjamannya sampai pinjaman tersebut selesai.

Data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko
Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana koperasi
melakukan identifikasi yang merupakan tahap pertama yang dilakukan perusahaan
dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau
kerugian serta dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan koperasi juga dapat
mengetahui sumber risiko, stakeholder, benda atau kondisi lingkungan yang dapat

memicu timbulnya risiko.

2. Pengukuran Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko yang
dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus
melakukan prioritas risiko. Pengukuran risiko diperlukan untuk menentukan relatif
pentingnya dan memperoleh informasi yang akan membantu menetapkan kombinasi

peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menanganinya, dalam hal ini terdapat
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dua bagian yang harus diukur yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi

dan keparahan dari kerugian tersebut.’

Pengukuran risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare menggunakan prinsip 5C dan kolektibilitas atau pengelompokkan nasabah,
dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang dijelaskan langsung oleh pimpinan
koperasi dan salah satu account officer bahwa setelah melakukan identifikasi kepada
nasabah melalui Bl Checking atau Pefindo dan melakukan survey, pihak koperasi
mengukur dengan menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah

melalui penilaian dan pengukuran berdasarkan:

Caracter, yang artinya karakter, pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare melihat karakter nasabah, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah
tersebut jujur dan mau berusaha untuk memenuhi kewajibannya atau tidak. Cara
koperasi melihat karakter dari nasabah tersebut yaitu dengan melakukan wawancara
langsung saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, serta pihak koperasi
juga menanyakan sifat nasabah kepada orang sekitarnya. Hal ini juga dilakukan pada
saat proses identifikasi dimana pihak koperasi mencari informasi karakter nasabah

melalui sistem informasi Bl Checking atau Pefindo.

Capacity, yang artinya kemampuan berusaha, Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare dalam melihat kemampuan berusaha nasabah tersebut dengan melihat
riwayat pendidikannya, pengalaman pengelolaan usahanya apakah pernah mengalami
kesulitan atau tidak dan jika pernah bagaimana cara mengatasi kesulitannya. Apabila

nasabah tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik, maka akan dapat

97 Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h122
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membayar pinjaman yang dilakukan berdasarkan perjanjian (akad) dan usahanya

akan tetap berjalan.

Capital, yang artinya modal, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
biasanya melihat dari pendapatan yang di dapatkan nasabah perbulannya, dan bisa
juga dengan melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak biasanya pihak
koperasi menanyakan pada tetangga tempat usaha yang dijalankan nasabah tersebut.
Hal ini juga diperlukan untuk menilai layak atau tidak nasabah diberikan pembiayaan

dan berapa platfon yang layak diberikan.

Collecteral, yang artinya jaminan, koperasi melihat jaminan/agunan yang akan
diberikan nasabah, jaminan tersbut di gunakan sebagai ikatan kepercayaan dalam
memberikan pembiayaan kepada nasabah dan untuk mengurangi risiko pembiayaan
apabila nasabah tidak mampu mengembalikan kewajiban pada waktu yang telah

disepakati dalam akad.

Condition, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga
mempertimbangkan kondisi perekonomian nasabah dengan melihat kondisi rumah

nasabah, tanggungan yang ditanggung apa saja dan berapa.

Selain itu, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare dalam pengukuran
risiko  juga melakukan kolektibilitas yaitu mengelompokkan nasabah.
Pengelompokkan ini terdiri dari lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus,

kurang lancar, diragukan, dan macet.
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurnia Zakia bahwa PT.
BPRS Ummu Bangil Pasuruan dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah juga
menggunakan analisis pembiayaan sebagai alat untuk mengukur risiko, dan juga
menerapkan prinsip 5C namun yang diutamakan hanya 2C vyaitu character dan
capacity. Selain itu, dalam mengukur risiko pembiayaan murabahah PT. BPRS
Ummu Bangil juga melakukan kolektibilitas yaitu dengan mengelompokkan nasabah
dengan lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan
dan macet. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah
Kota Parepare dalam mengukur risiko pembiayaan mudharabah namun tidak

mengutamakan dua prinsip melainkan mengutamakan kelima prinsip.

Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare juga melakukan pengukuran
risiko dengan mengukur frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan
keparahan dari kerugian tersebut. Dalam hal hal ini dijelaskan langsung oleh
pimpinan koperasi dalam wawancaranya menjelaskan bahwa jika risiko terjadi
jumlah kerugian yang ditanggung cukup besar akibat risiko yang terjadi karena
koperasi akan mengalami kerugian berupa perputaran dana produktif yang susah

untuk berputar kembali yang mengakibatkan pendapatan koperasi juga ikut menurun

Sedangkan, keparahan dari kerugian akibat risiko yang terjadi, berdasarkan
wawancara dengan pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
menjelaskan bahwa koperasi mengalami keparahan dari kerugian berupa
pembengkakan NPF (Non Performing Financing) dan kerugian berupa nama
label/brand perusahaan terlihat tidak baik di mata masyarakat karena saat koperasi

mengalami penurunan pendapatan maka sistem bagi hasil antara koperasi dan
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nasabah menjadi tidak teratur, karena koperasi merupakan lembaga yang
menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat. Maka
risiko yang terjadi berdampak pada koperasi dan nasabah. Prioritas risiko pada
pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria Syariah adalah risiko gagal bayar
nasabah, karena sering terjadi dan dapat mempengaruhi pendapatan koperasi dan

berdampak pada seluruh pihak koperasi maupun nasabah.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen
risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana
koperasi telah melakukan pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah.
Pengukuran risiko yang dilakukan koperasi adalah menggunakan prinsip 5C yaitu
character, capacity, capital, collateral, dan condition. Selain itu, koperasi juga
melakukan kolektibilitas untuk mengukur risiko yaitu dengan mengelompokkan
nasabah berdasarkan dengan lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus,
kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengukuran risiko terdapat dua dimensi
(bagian) risiko yang harus diukur yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan
terjadi dan keparahan dari kerugian tersebut, hasil dari pengukuran tersebut frekuensi
atau jumlah kerugian yang akan terjadi menunjukkan koperasi akan mengalami
penurunan pendapatan akibat dana produktif koperasi susah untuk berputar kembali
dan keparahan dari kerugian tersebut koperasi mengalami pembengkakan NPF (Non
Performing Financing) dan kerugian berupa nama label/brand perusahaan terlihat
tidak baik di mata masyarakat karena saat koperasi mengalami penurunan pendapatan
maka sistem bagi hasil antara koperasi dan nasabah menjadi tidak teratur.

Selanjutnya, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare telah melakukan prioritas
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risiko yaitu koperasi memprioritaskan risiko gagal bayar karena risiko tersebut sering

kali terjadi dan berdampak besar terhadap koperasi maupun nasabah.

3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi

(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

Setelah mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terjadi pada pembiayaan
mudharabah, selanjutnya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan
pengendalian risiko dimana proses ini koperasi mengevaluasi potensi kerugian dan
mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut.
Pengendalian risiko sangat penting dilakukan guna untuk mencegah kecelakaan dan
kerugian pada suatu perusahaan. Dalam hal ini Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare melakukan pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah mencakup

empat hal, antara lain:

Pertama, Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan
penanggulangan risiko dengan menggunakan pendekatan/cara penanganan risiko (risk
control) dengan alat/metode mengendalikan, koperasi membentuk tim SPI (Satuan
Pengawas Intern) untuk menangani risiko yang terjadi, jika terjadi masalah yang
terlalu berat dan tidak bisa ditangani dirana koperasi maka untuk penanganannya

koperasi menggunakan sistem hukum.

Kedua, dalam pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi
Bakti Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian berupa menghindari
risiko dengan cara koperasi membentuk tim/tenaga khusus yang bertugas untuk
memberikan penawaran kepada nasabah yang ingin menabung dan ada juga

tim/tenaga khusus untuk memberikan penawaran pinjaman, hal tersebut akan sinkron
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dengan pengeluaran dan pemasukan yang terjadi. Selain itu, Kkoperasi juga
mengupgrade sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan kerja kepada

karyawannya agar dapat bekerja dengan lebih baik.

Ketiga, pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti
Huria Syariah Kota Parepare melakukan pengendalian kerugian (loss control)
menggunakan prinsip pengendalian kerugian yaitu merendahkan kans (chance) dan
mengurangi keparahan kerugian, bentuk pengendalian kerugian yang dilakukan
koperasi adalah agunan/jaminan nasabah akan dijual dalam bentuk uang tunai dan

akan dimasukkan ke dalam kas guna untuk kebutuhan koperasi.

Selain itu, pengendalian kerugian secara tradisional diklasifikasikan dengan
dua pendekatan yaitu pendekatan engineering dan pendekatan hubungan
kemanusiaan (human relation).® Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
menggunakan pendekatan human relation, pihak koperasi melakukan pendekatan
secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan rutin setiap hari kepada nasabah
yang teridentifikasi mengalami risiko atau masalah, guna untuk menyelesaikannya

dengan cara yang baik.

Keempat, pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti
Huria Syariah Kota Parepare melakukan risk retention. Meretensi (risk retention)
sendiri artinya perusahaan menanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril.
Dimana pihak koperasi menyediakan dana yang berasal dari koperasi sendiri guna

untuk mengantisipasi ketika kedepannya jika terjadi risiko.

% Setia Mulyawan, Manajemen Risiko (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h138
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Pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare mencakup empat hal yaitu pertama penanggulangan risiko
dengan pendekatan penanganan risiko (risk contol) menggunakan alat atau metode
mengendalikan, dengan cara koperasi membentuk tim SPI, namun jika masalah tidak
bisa diselesaikan dirana koperasi maka akan diselesaikan menggunakan sistem
hukum. Kedua, menghindari risiko dengan cara koperasi membentuk tim/tenaga
khusus untuk memberikan penawaran pinjaman dan pembiayaan kepada masyarakat.
Ketiga, pengendalian kerugian dengan cara koperasi mengeksekusi agunan/jaminan
nasabah dalam bentuk uang tunai dan akan dimasukkan ke dalam kas untuk
kebutuhan koperasi. Keempat, meretensi (risk retention) koperasi menanggung
sendiri risiko dengan cara menyediakan aset yang berasal dari koperasi sendiri. Hasil
dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Alif
Masruroh, Eva Kurnia Zakian dalam pengendalian risiko yang dilakukan juga
menggunakan Sistem Pengawasan Internal dan sistem hukum, dan untuk
mengendalikan kerugian sejalan dengan penelitian Lina Alif Masruroh, Eva Kurnia
Zakian, Darlin Rizki dkk, Nur Wulan Oktavia dan Ahmad Asy’fin Basthomi juga
menggunakan pendekatan kemanusiaan (human relation), namun hanya penlitian
Lina Alif Masruroh dan Eva Kurnia Zakian yang mengeksekusi jaminan/agunan
nasabah jika nasabah sudah tidak mampu melunasi pembiayaannya untuk
mengendalikan kerugian lainnya. Untuk menghindari risiko dan meretensi (risk
retention) hanya Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare yang menerapkan hal

tersebut diantara kelima penelitia relevan yang digunakan dalam penelitian ini.



Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen
risiko Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare sesuai dengan teori, dimana
koperasi telah melakukan pengendalian risiko pada pembiayaan mudharabah bentuk
pengendalian risiko yang dilakukan mencakup empat hal yaitu penanggulangan risiko
dengan menggunakan salah satu pendekatan yaitu penanganan risiko (risk control)
dengan metode mengendalikan, pengendalian risiko berikutnya koperasi melakukan
tmenghindari risiko, koperasi juga mengendalikan kerugian dan menurut sebab-sebab
terjadinya koperasi menggunakan pendekatan kemanusiaan (human relation), dan
terakhir koperasi melakukan risk retention (meretensi) artinya koperasi menyiapkan
aset yang berasal dari koperasi sendiri untuk menanggung sendiri apabila risiko

terjadi

89
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Risiko
Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Kota Parepare, maka dapat

ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare melakukan survey terhadap usaha nasabah dan
agunan/jaminan yang diberikan. Selain itu, pihak koperasi juga melihat
karakter nasabah dengan mencari informasi nasabah menggunakan sistem
informasi Bl Checking atau Pefindo. Hasil dari identifkasi risiko terjadi
tiga hal negatif, pertama gagal bayar atau keterlambatan nasabah dalam
membayar, kedua faktor cuaca yang mempengaruhi kelangsungan usaha
nasabah dan ketiga risko persaingan yaitu tingginya tingkat persaingan
koperasi dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Pengukuran risiko pada pembiayaan mudharabah Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan
prinsip 5C vyaitu caracter, capacity, capital, collecteral, condition. Selain itu,
koperasi juga melakukan kolektibilitas. Koperasi juga mengukur dua dimensi
(bagian) yaitu pertama frekuensi kerugian menunjukkan bahwa risiko yang
dihadapi koperasi cukup besar karena perputaran dana produktif susah
untuk berputar kembali yang mengakibatkan pendapatan koperasi

mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan
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operasional koperasi. Dimensi (bagian) yang kedua adalah keparahan dari
kerugian yang terjadi. Keparahan yang dialami Koperasi Bakti Huria
Syariah Kota Parepare terhadap kerugian yang terjadi adalah
mengakibatkan nama/label perusahaan menjadi tidak baik di mata
masyarakat karena koperasi merupakan lembaga yang menghimpun dana
masyarakat kemudian disalurkan kembali untuk masyarakat dan sistem
bagi hasil antara koperasi dan nasabah menjadi tidak teratur.

3. Pengendalian risiko yang dilakukan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare mencakup empat hal yaitu pertama, penanggulangan risiko yang
dilakukan menggunakan pendekatan penanganan risiko (risk control)
dengan alat/metode mengendalikan. Kedua, menghindari risiko dengan
cara koperasi membentuk tim/tenaga khusus dan memberikan pelatihan
kepada karyawannya. Ketiga, mengendalikan kerugian dengan
menggunakan prinsip pengendalian kerugian yaitu merendahkan kans
(chance) dan mengurangi keparahan kerugian, serta menggunakan
pendekatan kemanusiaan (human relation) untuk mengendalikan kerugian.
Keempat, meretensi  (risk retention) yang dilakukan dengan
penanggulangan risiko yang bersifat direncanakan atau planned retention.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Manajemen Risiko Pada Pembiayaan
Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Bagi pihak Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare tetap
mempertahankan manajemen risiko khususnya dalam pembiayaan
mudharabah agar kedepannya risiko-risiko yang terjadi dapat
terminimalisir. Serta lebih meningkatkan kembali manajemen risiko
pembiayaan mudharabah agar Koperasi Bakti Huria Syariah Kota
Parepare terhindar dari nasabah bermasalah dan dapat memajukan
koperasi agar lebih efektif dan efisien.

2. Bagi nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
untuk melakukan pembayaran sesuai dengan akad/perjanjian yang telah
disepakati bersama pihak koperasi dan tidak lalai dalam
tanggungjawabnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa jadi acuan,
melanjutkan observasi penelitian manajemen risiko pada pembiyaan
mudharabah di lembaga keuangan mikro syariah, serta menambah

aspek-aspek lain yang belum diulas dalam penelitian ini.
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VISI DAN MISI

1. Visi
Melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan
teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak
tersentuh

2. Misi
a. Menjalankan prinsip dasar Koperasi yang berbasis teknologi terkini
b. Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian

c. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama
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BENTUK-BENTUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KOPERASI
(KSPP) BAKTI HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE

BENTUK-BENTUK PEMBIAYAAN

KETERANGAN

Pembiayaan Mikro Pinisi

Fasilitas pembiayaan khusus Pegawali
Negeri Sipil (ASN) & Pegawai kontrak
dengan proses yang cepat dan layanan

terbaik.

Pembiayaan Mikro Prima

Fasilitas pembiayaan yang diberikan
kepada pelaku UKM untuk tambahan
modal

usaha dengan menggunakan

konsep syariah.

Pembiayaan Mikro Pintas

Fasilitas pembiayaan murah dengan

kemudahan angsuran harian untuk

mendukung kemajuan usaha mikro.

Simpanan Anggota

Segera bergabung menjadi anggota di
KSPPS Bakti Huria Syariah, hanya
dengan menabung Rp120.000,- dapatkan

kesempatan menunaikan Ibadah Umroh.

Simpanan Smart Mikro

Simpanan dengan berbagai keuntungan,
mulai dengan bagi hasil yang menarik,
bebas biaya bulanan, hingga kemudahan

dalam bertransaksi.
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Simpanan Pelajar Terencana-Rencanakan

Simpelna dana pendidikan anak anda dengan
mudah dan aman di KSPPS Bakti Huria
Syariah.
Simpanan  Berjangka -  Nikmati
Sijaka

Keuntungan ganda dalam berinvestasi
mulai dari bagi hasil yang tinggi dan

keamanan dana anda.
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Perihal . Surat Rekomendasi Penelitian
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NAMA MAHASISWA : ANDI RANI FITRIA NINGSIH

NIM : 19.2900.054

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DI KOPERASI (KSPPS) BAKTI
HURIA SYARIAH KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pimpinan Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare

1. Sebagai salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh para nasabah,
bagaimana gambaran umum mengenai model pembiayaan mudharabah di
Koperasi Bakti Huria Syariah?

2. Apakah ada perjanjian dalam akad dengan calon nasabah saat mengajukan
pembiayaan mudharabah?

3. Berapa minimal dan maksimal dana yang diberikan dalam transaksi pembiayaan
mudharabah?
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pembayarannya? Jika ada, berapa lama maksimal waktu/masa pengembalian

dananya?

nasabah pembiayaan mudharabah?

. Bagaimana sistem pengembalian dana pembiayaan mudharabah?
Identifikasi:

Hal negatif apa yang bisa terjadi atau muncul dalam pembiayaan mudharabah?
Konsekuensi apa yang muncul berdasarkan kejadian yang terjadi?

9. Apa penyebab terjadinya hal tersebut?

10. Apa yang bapak/ibu lakukan jika hal tersebut terjadi?

11. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah

masalah yang terjadi?
Pengukuran:

12. Kerugian apa saja yang timbul akibat masalah yang terjadi?

13. Siapa saja yang terkena dampak dari risiko yang terjadi?

14. Apa yang terjadi pada perusahaan dengan adanya kejadian tersebut?

15. Berapa kerugian yang ditanggung perusahaan akibat tefjadinya masalah tersbut?
Pengendalian:

16. Penanganan apa yang dilakukan untuk menggulangi masalah yang terjadi?

17. Cara apa yang dilakukan perusahaan untuk menghindari masalah sebelum itu
terjadi?

18. Hal apa yang dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat masalah yang terjadi?

19. Pendekatan apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian?

Apakah dalam perjanjian pembiayaan mudharabah tersebutkan tenggang waktu

Berapa jumlah nisbah yang ditetapkan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah kepada
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Wawancara untuk Nasabah Koperasi Bakti Huria Syariah Kota Parepare
1. Berapa lama bapak/ibu menjadi nasabah koperasi bakti huria syariah

khusunya pada pembiayaan mudharabah?

Bagaiamana pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan mudharabah?

. Apakah proses pencairan dana pembiayaan mudharabah cepat atau lambat,

dan berapa lama?

4. Apakah sebelumnya bapak/ibu pernah mengalami pelayanan yang kurang
baik?

5. Apakah ada penjelasan yang diberikan tentang akad/perjanjian ketika
bapak/ibu melakukan pengajuan pembiayaan?

6. Apakah bapak/ibu pernah mengalami keterlambatan membayar/mengangsur?

7. Apakah sebelum bapak/ibu memutuskan untuk melakukan peminjaman
bapak/ibu sudah memikirkan risiko yang akan terjadi kedepannya?

8. Hal apa yang bapak/ibu akan lakukan jika masalah/risko tersebut terjadi?



Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai
dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan

untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 08 Mei 2023
Mengetahui,
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
(Dr. Damirah, S.E., M.M) (Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M)

NIP. 19760604 200604 2 001 NIP. 19890608 201903 2 015

108



109

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutavmag - eunas
Alamat 2J|- Aeds salip
Umur ©3F THN

Jenis Kelamin b lalkedaw
Pekerjaan : W’MWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

FEpE (3 765 ws




110

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah inj:

Nama ¢ Muy gete

Alamat ; %o?hnﬂ

Urmur © 42 Tohuw

Jenis Kelamin : 'qu(- loles®

-y : Vo Guasix (Wakrl Gob) .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



111

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama N\fan

Alamat P\ Bau Masenz

Umur 1 39

Jenis Kelamin . Lawi- lalet'

Pekerjaan : Vmgw Swashs (accounT OFFrcier)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare®.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di baswah ini:

Nama 1 NURUL A2upA

Alamat ¢ 9L . MARHAM ALAM RAYA .
Umur I 24y TAHUN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan 1 STAFF -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di

Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariali Kota Parepare®.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.........

27- oz - 2023

........ R e

.

112



113

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Do)

Alamat ;'M, Covatal Mars 010w
Umur ‘o Tolwn

Jenis Kelamin ¢ Qecremfusn

Pekerjamn Hbu Rl Ty

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.................................



114

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di baswah ini:

Nama :Nuchoyot J

Alamat - 1. Rexumadan Gornal
Umur : 47 Tahun

Jenis Kelamin : Qocempuon

Pekerjaan : ?aijtl CornpPuran

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaiian dengan “Mianajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (i<SPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

fxRWE...... 05 [0k [ 2003




115

SURAT KI TERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nug{aﬁl‘b

Alamat C I Vesumo Timoy
Umur 1 5. Tedamn

Jenis Kelamin . Laei - lai
Pekerjan  Rdogang. Bul

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada
saudari Andi Rani Fitria Ningsih, yang sedang melakukan penelitian yang
berkaitan dengan “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di
Koperasi (KKSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(repare.  65/¢6 /2p23

............ g sseccccccecetes

.ﬂv.@b.&h......



116

DOKUMENTASI

Keterangan wawancara dengan Bapak Muhammad Annas selaku Pimpinan Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

REDMI NOTE 11 " 2710512023 09:48

Keterangan wawancara dengan Bapak Mursalim selaku Wakil Pimpinan Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



117

27/08/2023 09:39

Keterangan wawancara dengan Bapak Irfan selaku Staf Account Office Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

REDMLNOTE ; v B 2805/2028.09:41

Keterangan wawancara dengan Ibu Nurul Azura selaku Staf Admin Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare



118

Keterangan wawancara dengan Ibu Darmi selaku Nasabah Koperasi (KSPPS) Bakti
Huria Syariah Kota Parepare

Keterangan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku Nasabah Koperasi (KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare



119

Keterangan wawancara dengan Bapak Mustafah selaku Nasabah Koperasi (KSPPS)
Bakti Huria Syariah Kota Parepare



120




121

BIODATA PENULIS

ANDI RANI FITRIA NINGSIH, Lahir di Ambon
pada tanggal 04 Januari 2002. Anak kedua dari tiga

bersaudara dari pasangan Bapak Andi Takdir dan Ibu

Ratna Watti Daeng Djuni. Penulis berkebangsaan
Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di
SD Negeri 18 Parepare pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan
tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Parepare pada tahun 2013-2016.
Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Parepare
Jurusan Multimedia pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis
melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare dengan
mengambil Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam. Penulis mengikuti program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di
Desa Makkawaru, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. PLN (Persero)
UPDK Bakkaru. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis
menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa
skripsi yang berjudul “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi
(KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare” Tahun 2023.



	OLEH
	\PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
	PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI
	KATA PENGANTAR
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	ABSTRAK
	Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Koperasi Syariah

	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	D. Kegunaan Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Penelitian Relevan
	B. Tinjaun Teori

	a. Pengertian Manajemen
	b. Pengertian Risiko
	c. Pengertian Manajemen Risiko
	d. Manfaat dan Sasaran Manajemen Risiko
	e. Identifikasi Risiko
	f. Pengukuran Risiko
	g. Pengendalian Risiko
	a. Pengertian Pembiayaan
	b. Unsur-Unsur Pembiayaan
	a. Pengertian Mudharabah
	b. Dasar Hukum Mudharabah
	c. Prinsip Mudharabah
	d. Jenis-jenis Mudharabah
	e. Rukun Mudharabah
	f. Syarat-syarat Mudharabah
	4) Teori Koperasi Syariah
	C. Kerangka Konseptual
	D. Kerangka Pikir

	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian
	C. Fokus Penelitian
	D. Jenis dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
	F. Uji Keabsahan Data
	G. Teknik Analisis Data

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	1. Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
	2. Pengukuran Risiko PadaPembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
	3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare

	B. Pembahasan Hasil Penelitian
	1. Identifikasi Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
	2. Pengukuran Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
	3. Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare
	BAB V PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran
	Setelah melakukan penelitian mengenai Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Koperasi (KSPPS) Bakti Huria Syariah Kota Parepare, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	BIODATA PENULIS

